BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori
1. Implementasi
a. Pengertian

Implementasi ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata “implemen* yang
berarti alat, perabot, peralatan. Jadi kalau implementasi artinya pelaksanaan,
penerapan terhadap implemen'. Implementasi juga diartikan laksana, sifat
laku, perbuatan. Sedangkan istilah “pelaksanaan” didefinisikan sebagai proses,
cara perbuatan melakukan (rancangan keputusan). Rumusan implementasi
menurut Van Meter dan Van Horn (1975) adalah tindakan-tindakan yang
dilakukan baik oleh individu-individul, pejabat-pejabat, atau kelompok
pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapatnya tujuan-tujuan yang
telah digariskan dalam keputusan kebijakan.’

Berkaitan dengan implementasi kepengawasan pendidikan Islam, maka
dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 pasal 1
menjelaskan bahwa pengertian Pengawas Pendidikan Agama adalah guru
agama berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama

pada sekolah. Pada Pasal 18 diperkuat bahwa Pengawasan pendidikan

'Pius A. Partanto, dkk., Kamus IImiah Populer, (Surabaya; Aloka, 1994), h. 247
? Samudra Wibawa. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo. 1994.
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agama pada satuan pendidikan dilakukan oleh Pengawas Pendidikan
Agama.

Adapun pengertian kompetensi adalah kecakapan, kewenangan, dan
kemampuan melaksanakan sesuatu, yaitu dari kata kompeten yang berarti
cakap, berkuasa memutuskan sesuatu atau berwenang”.

Guru agama Islam adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik sesuai dengan kurikulum PAI. Karenanya guru
yang berkompeten adalah guru yang mampu mendidik dan mengajar sesuai
dengan kualifikasi ilmu dengan standar profesionalisme sebagai seorang guru,
diantaranya adalah guru Pendidikan Agama Islam.

b. Implementasi program peningkatan Mutu sekolah
Mutu pendidikan di sekolah mencakup input, proses, dan output. Faktor-

faktor yang terkait dengan mutu pendidikan, seperti diagram:

INPUT PROSES OUTPUT

Input sumber daya: (kepsek, Kualitas,
Pengambilan keputusan,

guru, pegawai, siswa, efektivitas,
perlengkapan, dan uang) pengelolaan, kelembagaan, produktivitas,
Input sumber perangkat lunak: efisiensi,

pengelolaan program, PBM,
(struktur organisasi, deskripsi inovasi, kualitas
proses monitoring dan

tugas, rencana, peraturan) kehidupan
Input harapan: (visi, misi, evaluasi kerja, moral
tujuan dan sasaran kerja

3bid.,
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Suatu sekolah dikatakan berkualitas atau bermutu, jika prestasi sekolah,
khususnya prestasi siswa menunjukkan pencapaian yang tinggi, yang meliputi:

1) Prsetasi akademik, berupa nilai ulangan akhir semester, ulangan
kenaikan kelas, ujian sekolah, ujian nasional, karya ilmiah, dan lomba-
lomba akademik lainnya;

2) Prestasi non akademik, seperti olahraga, kesenian, keterampilan, imtaq,
kejujuran, kesopanan, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya

Dalam upaya peningkatan mutu di sekolah, maka harus tersusun
program peningkatan mutu yang mencakup: a) tujuan, b) sasaran, dan c)
target. Untuk menyusun program tersebut perlu mengaplikasikan 4 teknik,
yaitu 1) school review untuk mengevaluasi efektivitas sekolah dan mutu
lulusan, 2) benchmarking untuk menetapkan standar dan target, 3) quality
assurance merupakan jaminan keberlangsungan program, dan 4) quality
control untuk mendeteksi penyimpangan kualitas.
Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa hal teknis yang perlu
diperhatikan dalam upaya peningkatan mutu sekolah, antara lain:
1. Pembagian Tugas yang Efektif dan Efisien
a) Wakil kepala sekolah, merupakan pembantu kepala sekolah, yang selalu
berkreativitas untuk meningkatkan mutu sekolah. Oleh karena itu wakasek
setiap saat harus selalu berpikir dan bertindak untuk kemajuan sekolah.
Dengan demikian beban seorang wakasek sangat berat sebagai pemikir,
inovator yang penuh idialisme dalam membantu kepala sekolah. Oleh

karena itu wakasek hendaknya:
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1) Menunjukkan frekuensi kehadiran di sekolah lebih tinggi
dibandingkan dengan staf lainnya untuk selalu dapat mengkaji dan
menindaklanjuti setiap insiden yang terjadi di sekolah;

2) Tidak merangkap jabatan, yang dapat mengganggu tugas-tugasnya
sebagai wakasek yang memang sudah berat;

3) Tidak membawa uang, sehingga resiko kesalahan pengadministrasian
dapat diperkecil. Setiap dana (uang) hendaknya dibawa oleh bendahara
yang ditunjuk kepala sekolah.

b) Revitalisasi Wali kelas dan Wasbimbri. Wali kelas adalah kepala sekolah
di kelas bersangkutan, sehingga wajib hukumnya mengetahui kondisi
aktual dan kontekstual yang ada di kelas. Adalah sangat ironis, jika
seorang wali kelas tidak tahu jumlah siswa di kelasnya. Bagaimana dapat
memanage kelas kalu tidak care dengan situasi dan kondisi kelas.
Sedangkan wasbimbri memberikan bimbingan setiap hari terhadap siswa
yang melanggar. Wasbimbri bukanlah polisi, sehingga tidak perlu
berwajah seram, apalagi menakutkan. Peran dan fungsi Wasbimbri adalah
menyadarkan siswa dengan terus menerus memberikan peringatan dan
arahan tentang tata tertib sekolah.

2. Pemanfaatan Dana yang Proporsional dan Profesional
Dana komite (dana orang tua siswa), perlu digunakan dan
dipertanggung-jawabkan dengan bijaksana. Sebab penggunaan dana yang

efektif dan efisien merupakan modal dasar untuk mendapatkan kepercayaan
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berikutnya dari semua anggota komite sekolah. Oleh karena itu, perlu

diperhatikan:

1) Setiap sisa dana dari program sebelumnya, hendaknya dikelola secara
bijaksana. Dalam hal sisa dana dapat dijadikan sebagai modal untuk
memprogramkan percepatan pencapaian mutu. Oleh karena itu
pengelolaan dana komite hendaknya lebih proporsional dan propesional.
Pertanggungjawaban dana komite jangan hanya diketahui oleh petugas
yang mengurus dana itu saja, tetapi kepada semua pendidik dan tenaga
kependidikan.

2) Penggunaan dana komite, sedapat mungkin secara efektif dan efisien. Hal
ini karena kondisi krisis di segala bidang agar beban siswa dapat
diperkecil. Oleh karena itu sangat diperlukan dapat memilih dan memilah
kegiatan (baik OSIS/siswa maupun guru) dengan mempertimbangkan
potensi, biaya, waktu, tenaga, dan level lomba.

3. Program Peningkatan Mutu Sekolah
a. Pengertian Manajemen Peningkatan Mutu
Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang
melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah
tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen
adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” —pengelolaan—,
sedangkan pelaksananya disebut dengan manager atau pengelola.*

Manajemen juga merupakan ilmu pengetahuan atau seni.

* George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, terj. G.A Ticoalu. Cet.
Ketujuh, (Jakarta: Bumi Aksara. 2000), h. 1.
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Dikatakan sebagai seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil
yang diinginkan atau dengan kata lain seni merupakan kecakapan
yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman dan pelajaran serta
kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.

Dalam Islam, hakikat manajemen adalah al-tadbir (pengaturan). Kata
ini merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak
terdapat dalam Al Qur’an seperti firman Allah SWT :

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan)

itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu

tahun menurut perhitunganmu’™

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt
adalah pengatur alam (manager). Keteraturan alam raya ini merupakan
bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena
manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadaikan sebagai khalifah di
bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-

Pada awalnya istilah manajemen cenderung ditempatkan pada
dunia bisnis dan perusahaan. Mengingat pentingnya peranan manajemen
dalam wusaha pengelolaan dunia pendidikan maka istilah manajemen
diadaptasikan dalam dunia pendidikan. Dengan kata lain pendidikan

memposisikan  istilah menajemen dalam dunia pendidikan dan

memunculkan istilah yang disebut dengan manajemen pendidikan.

Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian

kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok

> QS. As-Sajdah (32): 5
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manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumya, agar efektif dan
efisien.’

Tak dapat disangkal lagi bahwa manajemen adalah suatu hal
penting yang menyentuh, mempengaruhi dan bahkan merasuki hampir
seluruh aspek kehidupan manusia layaknya darah dan raga. Juga telah
dimengerti bahwa dengan manajemen, manusia mampu mengenali
kemampuannya berikut kelebihannya dan kekurangannya. Begitu juga
dalam dimensi pendidikan Islam manajemen telah menjadi sebuah istilah
yang tak dapat dihindari demi tercapainya suatu tujuan. Untuk mencapai
tujuannya, maka pendidikan Islam mesti dan harus memiliki manajemen
yang baik dan terarah.

Pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang
berlainan. Namun, perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagi
suatu pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada
pengertian mutu pendidikan, kita lihat terlebih dahulu pengertian mutu
pendidikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mutu adalah ukuran baik
buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajad (kepandaian, kecerdasan,
dan sebagainya).” Menurut Oemar Hamalik, Pengertian mutu dapat dilihat

dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam artian

SSulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam; Konsep, Strategi dan Aplikasi, (Y ogyakarta:
TERAS. 2009), h. 13.

" Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Cet. 10 (Jakarta : Balai Pustaka,1999), h. 677.
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normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik
dan ekstrinsik. Berdasarkan kritria intrisik, mutu pendidikan merupakan
produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar
ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen
untuk mendidik, tenaga kerja yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu
ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar.®

Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian yang
dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad, .Mutu pendidikan adalah kemampuan
sekolah dalam pengelolaan secara operasional an efisien tehadap
komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga
menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut
norma/standar yang berlaku.’

Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada
proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu
apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu
sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input,
seperti bahan ajar, metodologi, saran sekolah, dukungan administrasi dan
sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana
kondusif. Sedangkan, mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan

mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu

h.33

¥ Oemar Hamalik, Evaluasi Kurikulum, Cet. 1 (Bandung: Remaja Rosda Karya,1990),

’ Dzaujak Ahmad, Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar,

(Jakarta:Depdikbud 1996), h.8.
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tertentu. '’

Pengertian kualitas atau mutu dapat dilihat juga dari konsep secara
absolut dan relative. Dalam konsep absolut sesuatu (barang) disebut
berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Artinya, barang
tersebut sudah tidak ada yang memebihi. Bila diterapkan dalam dunia
pendidikan konsep kualitas absolut ini bersifat elitis karena hanya sedikit
lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan kualitas tertinggi
kepada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang akan mampu
membayarnya. Sedangkan, dalam konsep relatif, kualitas berarti
memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan (fit for
their purpose). Edward & Sallis dalam Nurkholis'', mengemukakan
kualitas dalam konsep relatif berhubungan dengan produsen, maka kualitas
berarti sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pelanggan.

Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah dalam
konsep relatif, terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan.
Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu pelanggan internal dan
eksternal.'? Pendidikan berkualitas apabila :

a. Pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah)

berkembang baik fisik maupun psikis. Secara fisik antara lain
mendapatkan imbalan finansial. Sedangkan secara psikis adalah

bila mereka diberi kesempatan untuk terus belajar dan

' B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),
h.210-211.

""'Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi (Jakarta: PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), h. 68.

? Ibid., h. 70-71
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mengembangkan kemampuan, bakat dan kreatifitasnya.
b. Pelanggan eksternal :

1) Eksternal primer (para siswa): menjadi pembelajar sepanjang
hayat, komunikator yang baik dalam bahasa
nasional maupun internasional, punya keterampilan
teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari,
inregritas pribadi, pemecahan masalah dan penciptaan
pengetahuan, menjadi warga negara yang bertanggungjawab.
Para siswa menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab
akan hidupnya."

2) Eksternal sekunder (orang tua, para pemimpin pemerintahan
dan perusahan); para lulusan dapat memenuhi harapan orang
tua, pemerintah dan pemimpin perusahan dalam hal
menjalankan tugas- tugas dan pekerjaan yang diberikan.

3) Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas); para
lulusan memiliki kompetensi dalam dunia kerja dan dalam
pengembangan masyarakat sehingga mempengaruhi pada
pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan
sosial.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bicara pendidikan
bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh

tantangan. Pendidikan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman.

13 Kartini Kartono, Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 11.
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Oleh karena itu pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan
peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan
tuntunan kehidupan masyarakat.

Manajemen Peningkatan Mutu ini merupakan suatu model yang
dikembangkan di dunia pendidikan, seperti yang telah berjalan di Sidney,
Australia yang mencakup : 1) School Review, 2) Quality Assurance, dan 3)
Quality Control, dipadukan dengan model yang dikembangkan di
Pittsburg, Amerika Serikat oleh Donald Adams, dkk. Dan model
peningkatan mutu sekolah dasar yang dikembangkan oleh Sukamto, dkk.
Dari IKIP Yogyakarta.

Manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah adalah suatu
metode peningkatan mutu yang bertumpu pada pendidikan di sekolah itu
sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik, mendasarkan pada
ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua
komponen sekolah untuk secara berkesinambungan meningkatkan
kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi kebutuhan
peserta didik dan masyarakat. Dalam Peningkatan Mutu yang selanjutnya
disingkat “MPM”, terkandung upaya a) mengendalikan proses yang
berlangsung di sekolah baik kurikuler maupun administrasi, b) melibatkan
proses diagnose dan proses tindakan untuk menindak lanjuti diagnose, c)
memerlukan partisipasi semua fihak: Kepala sekolah, guru, staf
administrasi, siswa, orang tua dan pakar.

Berdasarkan pengertian di atas dapat difahami bahwa Manajemen
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Peningkatan Mutu memiliki prinsip :
a. Peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah
b. Peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya
kepemimpinan yang baik
c. Peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta baik
bersifat kualitatif maupun kuantitatif
d. Peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua
unsur yang ada di sekolah
e. Peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa sekolah dapat
memberikan kepuasan kepada siswa, orang tua dan  masyarakat.
b. Indikator Peningkatan Mutu
Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur
mutu pendidikan yaitu:

a. Hasil akhir pendidikan

=

Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai
sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga
pendidikan. Misalnya tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala
rating, dan skala sikap.

c. Proses pendidikan

d. Instrumen input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa)

e. Raw input dan lingkungan."*

14 Nurhasan, Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21,
Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi mutu Pendidikan, (Jakarta,
PT. Sindo, 1994) h. 390
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Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu
pada konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh
sekolah pada setiap kurun waktu tertentu setiap catur wulan, semester,
setahun, 5 tahun dan sebagainya). Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil
test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, UN, dan lain-lain),
dapat pula prestasi di bidang lain misalnya dalam cabang olah raga atau
seni. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat
dipegang intangible seperti suasana disiplin. Keakraban, saling
menghormati dan sebagainya.

Dalam .proses pendidikan. yang bermutu terlibat berbagai input.
Seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi
(bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah dukungan
administrasi dan sarana prasarana, dan sumber daya lainnya serta penciptaan
suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas
mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua
komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru,
siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks
kurikuler maupun ekstra kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang
akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung
proses pembelajaran.

Antara proses dan pendidikan yang bermutu saling berhubungan.
Akan tetapi agar proses itu tidak salah arah, maka mutu dalam arti hasil

output harus dirumuskan terlebih dahulu oleh sekolah, dan jelas target
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yang akan dicapai untuk setiap tahun kurun waktu tertentu. Berbagai input
dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil output yang ingin
dicapai. Adapun instrumental input, yaitu alat berinteraksi dengan raw
input (siswa) seperti guru yang harus memiliki komitmen yang tinggi dan
total serta kesadaran untuk berubah dan mau berubah untuk maju,
menguasai ajar dan metode mengajar yang tepat, kreatif, dengan ide dan
gagasan baru tentang cara mengajar maupun materi ajar, membangun
kenerja dan disiplin diri yang baik dan mempunyai sikap positif dan
antusias terhadap siswa, bahwa mereka mau diajar dan mau belajar.
Kemudian sarana dan prasarana belajar harus tersedia dalam kondisi layak
pakai, bervariasi sesuai kebutuhan, alat peraga sesuai dengan kebutuhan,
media belajar disiapkan sesuai kebutuhan. Biaya pendidikan dengan
sumber dana, budgeting, kontrol dengan pembukuan yang jelas.
Kurikulum yang memuat pokok-pokok materi ajar yang sesuai dengan
tujuan pembelajaran, realistik, sesuai dengan fenomena kehidupan yang
sedang dihadapi. Tidak kalah penting metode mengajar pun harus dipilih
secara variatif, disesuaikan dengan keadaan, artinya guru harus menguasai
berbagai metode. Begitu pula dengan raw inmput dan lingkungan, yaitu
siswa itu sendiri. Dukungan orang tua dalam hal ini memiliki kepedulian
terhadap penyelenggaraan pendidikan, selalu mengingatkan dan peduli
pada proses belajar anak di rumah maupun di sekolah.
¢. Peningkatan Mutu Pendidikan

Pendidikan sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting
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dalam mengembangkan peradaban Islam dan mencapai kejayaan umat
Islam. Berdasarkan objek formalnya, pendidikan menjadi sarana
kemampuan manusia untuk dibahas dan dikembangkan. Dalam
pengalaman historis, tidak ada satu negara manapun yang mampu
mencapai kemajuan yang hakiki tanpa didukung penyempurnaan
pendidikan. Negara-negara Eropa yang terkenal sebagai kawasan negara-
negara yang maju itu sebenarnya sebagai akibat dari pembangunan
pendidikannya.”> Pendidikan merupakan suatu masalah yang sangat
penting dalam kehidupan manusia. Maju tidaknya suatu bangsa sangat
tergantung pada pendidikan bangsa tersebut. Artinya jika pendidikan suatu
bangsa dapat menghasilkan “Manusia“ yang berkwalitas lahir batin.
Otomatis bangsa tersebut akan maju, damai dan tetram. Sebaliknya jika
pendidikan suatu bangsa mengalami stagnasi maka bangsa itu akan
terbelakang disegala bidang.

Mengenai kualitas sumberdaya manusia, Islam memandang bahwa
pembianaan sumberdaya manusia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran
mengenai manusia itu sendiri, dengan demikian Islam memiliki konsep
yang sangat jelas, utuh dan komprehensif mengenai pembinaan
sumberdaya manusia. Konsep ini tetap aktual dan relevan untuk
diaplikasikan sepanjang zaman.

Mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana

lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga

> Mujamil Qomar, Epistimologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode
Kritik, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 226.
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kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan,
keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat. Pada
kesempatan ini, lembaga pendidikan Islam harus mampu merubah
paradigma baru phendidikan yang berorientasi pada mutu semua aktifitas
yang berinteraksi didalamnya, seluruhnya mengarah pencapaian pada
mutu.

Globalisasi menuntut adanya perubahan paradigma dalam dunia
pendidikan. Untuk melakukan hal tersebut, peranan manajemen
pendidikan sangat signifikan untuk menciptakan sekolah atau madrasah
yang bermutu.

Lulusan bermutu marupakan SDM yang kita harapkan bersumber
dari sekolah atau madrasah yang bermutu (efektif). Sudah siapkah sistem
pendidikan kita untuk menetaskan mutu SDM yang mampu berkompetisi
secara profesional dengan bangsa lain? Sebelum melangkah kesana, dunia
pendidikan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Perbaikan manejemen pendidikan sekolah atau madrasah

b. Persediaan tenaga kependidikan yang profesional

c. Perubahan budaya sekolah/madrasah (visi, misi, tujuan dan nilai)

d. Peningkatan pembiayaan pendidikan

e. Pengoptimalan dukungan masyarakat terhadap pendidikan.'®

Selain itu untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di

lingkungan pendidikan khususnya pendidikan Islam terletak pada

16 Syafaruddin, Manajemen Mutu Terpadu..., h. 15-16.
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Manajemen Mutu Terpadu yang akan memberi solusi para professional
pendidikan untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Karena
Manajemen Mutu Terpadu dapat digunakan untuk membangun aliansi
antara pendidikan, bisnis dan pemerintah. Manajemen Mutu Terpadu dapat
membentuk  masyarakat responsive terhadap perubahan tuntutan
masyarakat di era globalisasi ini. Manajemen Mutu Terpadu juga dapat
membentuk sekolah yang tanggap dan mampu merespon perubahan yang
terjadi dalam bidang pendidikan demi memberikan kepuasan pada
stakeholder.

Abad ke-21 merupakan momentum yang penuh tantangan bagi
negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kita perlu mencari model
baru manajemen pendidikan untuk meningkatkan mutu lulusan
sekolah/madrasah. Tak ada salahnya jika mempelajari usaha-usaha di
bidang pendidikan dalam beberapa dekade terakhir abad XX di negara
maju, seperti Amerika, Jepang, dan Inggris. Negera-negera tersebut ketika
itu merasa perlu menerapkan TQM (Total Quality Manajemen) atau
Manajemen Mutu Terpadu dalam bidang pendidikan, tapi sekaligus
sebagai model yang mengutamakan perbaikan berkelanjutan.'’

Secara sederhana untuk dapat menyusun program peningkatan mutu
maka perlu dilakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity,
Threat). Berdasarkan hal tersebut, maka hal yang perlu dilakukan sekolah,

diantaranya:

7 Ibid., h. 20
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Bimbingan, pemantapan dan pengayaan mata pelajaran. Hal ini
dilakukan sebagai bentuk antisipasi dengan meningkatkan kualitas dan
kuantitas pembinaan dan sarana pendukungnya. Untuk itu sisa dana dapat
digunakan sebagai salah satu pendukung kegiatan dimaksud.

Pembinaan Tim Olimpiade Sains Nasional. Segera dilaksanakan dengan
mekanisme dan target yang jelas.

Persiapan Guru dan Siswa berprestasi. Agar mulai dipersiapkan sehingga
dapat mencapai target yang diharapkan.

Bimbingan Karya tulis ilmiah. Dalam rangka meningkatkan daya analisis
kritis siswa yang berdampak langsung terhadap peningkatan prestasi
belajar siswa.

Bimbingan Budaya Lokal.

Dan potensi lain yang belum tergali.

4. Pembentukan Tim Sukses Peningkatan Mutu Sekolah

Informasi pada berbagai kompetisi/kejuaran, tidak semua diterima

pihak sekolah secara tertulis. Oleh karena itu perlu ada tim yang bertugas

menginventaris, menganalisis, mengkonsultasikan, menkoordinasikan, dan

menindaklanjuti berbagai lomba dimaksud, baik yang diterima secara tertulis

maupun melalui media cetak dan elektronik. Untuk itu ada dua tim, yaitu:

a)

b)

Tim Sukses Bidang Akademis, yang membidangi lomba mata pelajaran,
olimpiade, lomba karya tulis, lomba pidato, darma wacana, dan lain-lain
Tim Sukses Bidang Non Akademis, yang membidangi, lomba olah raga,

seni, keterampilan, dan lain-lain
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Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SB-SNP) merupakan
program yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan
dasar melalui pembinaan sekolah yang dijadikan model sekolah dengan sistem
penjaminan mutu yang dapat memenuhi dan atau melampaui SNP. Program
ini dicanangkan BPSDMPK melalui Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan yang
dilaksanakan oleh seluruh LPMP yang tersebar di Indonesia. Program SB-SNP
muncul karena hampir semua sekolah di Indonesia belum sepenuhnya
memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tergambar dari hasil
Evaluasi Diri Sekolah (EDS) pada tahun 2013. Meskipun pada kenyataannya
sekolah-sekolah mengetahui kondisi diri mereka berdasarkan hasil EDS,
namun upaya sekolah untuk menindaklanjuti hasil EDS masih jarang
dilakukan, sehingga pada akhirnya EDS dan hasilnya tidak menjadi hal
penting dalam upaya peningkatan mutu sekolah.

Di tahun 2014, LPMP D.I Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan program SB-
SBNP dengan mengambil sekolah model sebanyak 49 Sekolah yang tersebar
secara rata di Kabupaten/kota Provinsi D.I Yogyakarta pada jenjang SD dan
SMP. Diharapkan sekolah tersebut menjadi inkubator praktik pengembangan
mutu pendidikan dalam memenuhi delapan SNP bagi sekolah lain di
sekitarnya. Strategi pelaksanaan program SB-SNP dilakukan dengan proses
pemetaan dan supervisi(Bimbingan Teknis). Hasil pemetaan tahun 2013
dijadikan dasar dalam pelaksanaan supervisi dan bimbingan teknis sekolah

model tersebut dengan rangkaian kegiatan antara lain:
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1. Sinkronisasi Program SB-SNP,
2. Persiapan, Seleksi awal, penetapan sekolah,
3. Capacity Building Petugas,
4. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Visitasi
5. Capacity Building Audit Mutu &Pengembangan Program Kerja,
6. Publikasi Hasil
Alur tahapan kegiatan digambarkan dalam skema di bawah ini:

Gambar I1.1

Alurur ptogram penikatan mutu sekolah
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Proses Supervisi dan bimbingan teknis yangberupa bimbingan akademik
melibatkan pengawas sekolah sebagai pembimbing utama. Bimbingan
akademik tersebut dititikberatkan pada upaya penguatan pelaksanaan

kurikulum 2013 dengan berfokus pada implementasi Standar proses dan
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Standar penilaian dalam kerangka siklus lesson study. Bimbingan akademik
dilaksanakan melalui pendampingan ke sekolah dengan frekuensi
pendampingan disesuaikan target yang akan dicapai oleh sekolah. Target
tersebut antara lain pembuatan RPP, perancangan penilaian, peer teaching,
praktek pembelajaran dan refleksi. Disamping bimbingan akademik program
SB-SNP juga memberikan bimbingan manajemen dengan materi
implementasi sistem penjaminan mutu di sekolah dan budaya mutu dengan
harapan upaya peningkatan mutu disertai dengan menumbuhkan budaya mutu
di sekolah.

Rangkaian program SB-SNP diakhiri dengan kegiatan Publikasi Hasil.
Kegiatan ini merupakan upaya mensosialisasikan produk-produk yang telah
dihasilkan sekolah dalam kegiatan SB-SNP. Produk-produk yang dihasilkan
dari program SB-SNP berupa RPP, Prosedur mutu Standar Proses, dan Video
Pembelajaran. Produk yang berupa Video Pembelajaran dapat menjadi salah
satu referensi bagi pengembangan pembelajaran di sekolah. Produk tersebut
dapat dilihat pada tautan dibawabh ini.

2. Kebijakan
a. Pengertian
Penggunaan kata kebijakan sering kali saling bergantian dengan kata
kebijaksanaan. Ada sebagian penulis yang menyamakan kedua istilah
tersebut, namun sebagian lain membedakan antara keduanya. Pendapat yang
membedakan mengatakan kebijakan sepadan dengan kata wisdom, sementara

kebijaksanaan adalah policy. Dalam unsur kebijakan terdapat pertimbangan
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pengecualian, sedangkan kebijaksanaan merupakan keputusan yang
disepakati secara umum tanpa pengecualian. Sementara sebagian yang lain
berpendapat sebalinya.'® Hal ini disebabkan oleh akar kedua kata tersebut
adalah satu, yaitu bijak, dari kedua istilah tersebut, penulis condong untuk
menyamakan kebijakan dengan policy.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan diambil dari kata
bijak artinya selalu menggunakan akal pikirannya setiap menghadapi
masalah, pandai, berilmu. Kebijakan adalah kepandaian dan kecermatan
dalam bertindak jika menghadapi suatu kesulitan atau suatu masalah atau
pandai menggunakan akal budinya.'” Anderson mendefinisikan kebijakan
adalah kegiatan yang dipilih secara sengaja oleh orang tertentu atau
sekompok orang dalam mengatasi masalah.”’ Sedangkan Eugene J. Benge
mengartikan kebijakan sebagai suatu pernyataan tentang garis pedoman untuk
mengambil keputusan dan arah tindakan yang ditentukan guna menangani
persoalan.”!

Dari definisi di atas, kebijakan merupakan langkah dalam mengatasi
persoalan atau masalah. Selain defenisi tersebut, kebijakan juga berhubungan

dengan usaha wuntuk mencapi tujuan. Kebijakn merupakan sekumpulan

Ali Imron, Kebijakan Pendidikan di Indonesia; Proses, Produk dan masa depannya
(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 15

YUmi Chulsum, S.Pd dan Windy, S.Pd, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya:
Kashiko, cet. Ke-I, 2006),h. 124

Tony Djogo, et.al, Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan agroforesti
(Bandung: ICRAF, 2003), h. 8

“'Eugene J. Benge, Pokok-pokok Manajemen Modern,Terj. Rochmulyati Hamzah
(Jakarta: PT. Pustaka B inawanPressinda, 1994), h.182
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keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok politik dalam usaha
memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.?
Kebijakan merupakan salah satu unsur vital dalam sebuah organisasi.la
adalah landasan dan garis dasar organisasi dalam menjalankan aktivitasnya
guna mencapai tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan
bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian
konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam
pelaksnaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah,
organisasai dan sebagainya, sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau
maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai
sasaran.”’Sedangkan Eugene J. Benge mengartikan kebijakan sebagai suatu
pernyataan tentang garis pedoman untuk mengambil putusan dan arah
tindakan yang ditentukan guna menangani persoalan.’*Kebijakan biasanya
diwujudkan dalam bentuk putusan, strategi, rencana, peraturan, kesepakatan,
konsensus, program dan sebagainya yang menjadi acuan organisasi dalam
menjalankan aktifitas mencapai tujuan.
Keputusan kebijakan merupakan alternatif yang diambil mengenai cita

idial, sedangkan kriteria yang dipakai mungkin rasionalitas, prioritas atau

Abd. Rachman Assegaf, Politik pendidikan Nasional (Yogyakarta: Kurnia Kalam,
2005), h. 1

» Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka , 1994), h. 131

** Eugene J. Benge, Pokok-pokok Manajemen Modern, Terj. Rochmulyati Hamzah
(Jakarta: PT Pustaka Binawan Pressindo, 1994), h. 183
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kaidah konstitusi.”” Formulasi filosofi kebijakan menurut Syaiful Sagala
adalah pada visi, misi, tujuan, dan target atau sasaran yang diinginkan.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan
keputusan yang berisi garis besar yang menjadi pedoman dan arahan dalam
melakukan tindakan atau pekerjaan bagi usaha mengatasi masalah atau untuk
mencapai tujuan. Kebijakan merupakan landasan untuk tindakan-tindakan
nyata di lapangan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga biasanya
disebut dengan kebijakan lembaga, sedangkan kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah disebut dengan kebijakan publik, karena pemerintah harus
melayani kepentingan publik. Maka yang disebut dengan kebijakan sekolah
adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah yang berupa putusan-putusan
berkenaan dengan tata cara mengatasi masalah melalui upaya memilih tujuan
dan cara pencapaiannya.

b). Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik, menurut Lester dan Stewart adalah serangkaian
keputusan atau aktifitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah
publik, apakah kegiatan telah dilakukan atau masih dalam perencanaan.”’
Sedangkan menurut Hessel Nogi, kebijakan publik diartikan sebagai sebuah
perilaku yang sengaja dilakukan oleh sebuah lembaga pemerintah atau

pejabat pemerintah untuk memecahkan sebuah isu perhatian publik.?®

*Noeng Muhadjir, Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), h. 59

*Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 2005),
h.130

*"Edi Wibowo, at.al, Kebijakan Publik dan Budaya (Yogyakarta: YPAPI, 2004),h. 29

Hessel Nogi, Evaluasi Kebijakan Publik (Yogyakarta: Balairung, 2003), h. . 119
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Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan publik meliputi berbagai
sektor, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan, transfortasi, dan lain
lain. Kebijakan publik akan berubah berdasarkan informasi-informasi yang
lebih baru dan akurat berdasarkan efek yang ditimbulkan oleh kebijakan itu
sendiri.

Dalam pengambilan suatu kebijakan, terdapat enam faktor yang
menjadi variabel dalam penetapan kebijakan, meliputi: tujuan yang akan
dicapai, prefensi nilai, sumber daya yang mendukung, kemampuan aktor
yang terlibat dalam perbuatan kebijakan, lingkungan dimana kebijakan
diterapkan, dan strategi apa yang digunakan.”

Adapun studi kebijakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada
hasil yang dicapai. Dalam hal ini, studi kebijakan diarahkan kepada
kebijakan pemerinta Kabupaten Kampar dan Kementrian Agama dalam
mengembangkan professional guru di MTs Negeri di Kabupaten Kampar.

¢). Prosedur Penetapan Kebijakan

Beberapa ahli mengemukakan tahapan-tahapan yang harus dilalui
dalam penetapan suatu kebijakan. Menurut James Anderson ada lima
langkah yang harus dilalui dalam penetapan sebuah kebijakan, yaitu:
formulasi masalah kebijakan, formulasi pengembangan kebijakan,
penentuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.*

Secara lebih sederhana, Michael Howlet dan M. Ramesh menetapkan

lima langkah yang harus dilalui dalam menetapkan sebuah kebijakan, yaitu:

»Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi (Yogyakata: Pustaka
Peljar, 2005), h. 7
*Ibid., h.12



50

penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pembuatan kebijakan,
implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.’’ Sedangkan menurut
Sufyarma, ia menyimpulkan proses suatu kebijakan itu melalui tiga fase,
yaitu: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian
kebijakan.*?

Berdasarkan  beberapa tahapan penetapan kebijakan  yang
dikemukakan oleh beberapa tokoh, secara ringkas proses penetapan suatu
kebijakan itu dapat disimpulkan sebgai berikut: pertama merumuskan
permasalahan, kedua menetapkan kebijakan, ketiga merumuskan kebijakan,
keempat melaksanakan kebijakan, dan yang terakhir (kelima) mengevaluasi
kebijakan.

d). Jenis-jenis kebijakan publik

James Anderson, sebagai mana yang dikutip oleh Subarsono,

mengkatagorikan jenis kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural.
Kebijakan substantif adalah kebijakan yang berkaitan dengan apa yang
akan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah
bagaimana kebijakan tersebut dijalankan.
Kebijakan distrubutif, kebijakan regulatori dan kebijakan redistrubutif.
Kebijakan distrubutif adalah kebijakan yang berhbungan dengan
manfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi individu tertentu, kebijakan

regulatori adalah suatu kebijakan yang berupa larangan suatu tindakan

.74

3y
Ibid., h. . 14
32 Sufyarma, Kapita selekta Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2004,cet. Ke 2),
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tertentu oleh sekelompok individu atau masyarakat, sedangkan kebijakan
redistrubutif adalah kebijakan yang berhubungan dengan aturan alokasi
kekayaan, pendapatan, hak milik bagi individu atau masyarakat tertentu.
3. Kebijakan material dan kebijakan simbolis.
Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan
secara pisik kepada individu atau sekelompok masyarakat tertentu,
sedangkan kebijakan simbolis adalah suatu kebijakan yang memberikan
manfaat secara simbolis kepada sekelompok masyarakat tertentu.
4. Kebijakan umum dan kebijakan privat.
Kebijakan umum adalah suatu kebijakan yang memberikan pelayanan
kepada khalayak ramai, sedangkan kebijakan privat adalah kebijakan
yang bertujuan untuk mengatur penyediaan barang untuk individu.*?
1. Evaluasi Kebijakan Publik
Sutu kebijakan yang telah menempuh langkah-langkah sistimatika
harus selalu dievaluasi sebagai langkah terakhir dalam penetapan kebijakan
tersebut. Evaluasi terhadap suatu kebijakan sangat penting, mengingat
fungsi evaluasi sendiri harus selalu dilakukan dalam setiap program dengan
berbagai keperluan, antara lain:
a) Untuk memenuhi kebutuhan professional dalam rangka mencapai
keefektifan kinerja.
b) Untuk memberikan akuntabilitas realities dan lengkap di dalam sistim

politik.

33Subarsono, Analisis. .., h. .20-21
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c¢) Untuk membangkitkan pembenaran atau koreksi atau perbaikan
internal.

d) Untuk membenarkan hasil bagi tingkat politik agar bersedia
membantu dalam melaksanakan sebuah program.**

Evaluasi harus dilakukan dengan jelas dan realistis, karena dengan

cara ini dapat diketahui hasil yang sebenarnya, agar dapat dirumuskan

program-program lebih mendalam. kriteria yang harus diperhatikan agar

dapat menghasilkan sebuah evaluasi yang realistidan jelas. Kriteria yang

dimaksud adalah sebagai berikut:

a.

Relevan, artinya evaluasi harus memberikan informasi yang diperlukan

oleh pengambil keputusan atau pelaku-pelaku kebijakan lainnya.

. Signifikan, artinya evaluasi harus memberikan informasi yang baru dan

penting bagi pelaku kebijakan.

. Validitas, artinya evaluasi harus memberikan pertimbangan yang

persuasive dan seimbang tentang hasil-hasil nyata dari kebjakan yang
telah ditetapkan.

Reliabilitas, artinya evaluasi harus menunjukkan bukti bahwa kesimpulan
yang didapatkan berdasarkan data-data yang benar-benar teliti dan
konsisten.

Objektifitas, artinya evaluasi harus memberikan informasi dan

kesimpulan yang sempurna dan tidak bias.

*Hessel Nogi, Kebijakan public untuk pemimpin berwawasan internasional (Yogyakarta:

Balairung,2004), h. 130.
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f.Ketepatan waktu, artinya evaluasi harus menyediakan informasi pada
waktu yang dibutuhkan.
g. Berdayaguna, artinya evaluasi harus menyediakan informasi yang dapat
digunakan dan dimengerti oleh pengambil keputusan dan pelaku
kebijakan.*
1. Peran Kepala Sekolah Dalam Kebijakan Pendidikan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, jajaran pimpinan pada dinas
pendidikan termasukkepalasekolahmemilikigayakepemimpinanmasing-
masing, yang sangat mempengaruhi kinerja para tenaga kependidikan di
lingkungan kerjanya masing-masing. Kegagalan dan keberhasilan sekolah
banyak ditentukan oleh kepala sekolah,karenakepalasekolahmerupakan
pengendalidan penentu arah yang hendak ditempuh oleh sekolah menuju
tujuannya.

Semakin tinggi kepemimpinan yang diduduki oleh seseorang dalam
organisasi, nilai dan bobot strategik dari keputusan yang diambilnya semakin
besar pula.Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu
organisasi, keputusan yang diambilnya pun lebih mengarah kepada hal-hal
yang teknis operasional.Terlepas dari kategorisasi keputusan yang diambil,
apakah pada kategiri strategik, taktis, teknis atau operasional, kesemuanya
tergolong pada penentuan arah dari perjalanan yang hendak ditempuh oleh

organisasi dan lembaga. Setiap kepala sekolah bertanggung jawab

% William N. Dunn, Analisa Kebijaksanaan Publik, terj. Muhadjir Darwis, cet. ke-3
(Yogyakarta: Hanindita, 1988), h. 170-171
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mengarahkan apa yang baik bagi tenaga kependidikan, di depan menjadi
teladan, di tengah membina kemauan, di belakang menjadi pendorong.

Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-
orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang akan
diangkat menjadi kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta
persyaratan- persyaratan tertentu seperti latarbelakang pendidikan,
pengalaman, usia, pangkat dan integritas. Kepala sekolah pada hakikatnya

adalah pejabat formal sebab pengangakatannya melalui suatu proses dan
prosedur yang didasarkan atas peraturan yang berlaku®.

Paradigma pendidikan yang memberikan kewenangan luas kepada sekolah
dalam mengembangkan berbagai potensinya memerlukan peningkatan
kemampuan kepala sekolah dalam berbagai aspek manajerialnya, agar dapat
mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban sekolahnya.
Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan misalnya, kepala sekolah dituntutuntuk
memilikikemampuan melakukan pengelolaan keuangan dengan sebaik-
baiknya disekolah. Kemampuan ini diperlukan,karenakalaudulukepalasekolah
diberibantuanolehpemerintahdalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan
yang sering kurang bermanfaat bagi sekolah, makadalam konteks otonomi
daerah dan desentralisasi pendidikan, bantuan langsung diberikan dalam
bentukuang, mau diapakan uang tersebut bergantung sepenuhnya kepada
kepala sekolah yang penting dia dapat mempertanggungjawabkannya secara

professional.

3%Wahyosumidjo,“KepemimpinanKepala Sekolah” PT. Raja Grafindo
Persada:Jakarta, 1999, h: 85
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Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling
berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana dikemukakan
dalam Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa“kepala sekolah
bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi
sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta
pemeliharaan sarana dan prasarana™’.

Apa yang diungkapkan diatas menjadi lebih penting sejalan dengan semakin
kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki dukungan
kinerja yang semakin efektif dan efisien. Disamping itu, perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang diterapkan dalam pendidikan
disekolah juga cenderung bergerak maju semakin pesat, sehingga menuntut
penguasaan secara professional. Menyadari hal tersebut, setiap kepala
sekolah dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan pengembangan
pendidikan secara terarah, berencana dan Dberkesinambungan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya
peningkatan manajemen kepala sekolah secara professional untuk
mensukseskan program-program pemerintah yang sedang digulirkan, yakni
otonomi daerah, desentralisasi pendidikan, manajemen berbasis sekolah,
kurikulum berbasis kompetensi, benchmarking, broad basic education, life

skill, konstektual learning, dan Undang-Undang Sisdiknas, yang ke semua

yaitu menuntut peran aktif dan kinerja professional kepala sekolah.

Mulyasa “Menjadi Kepala SekolahProfesional: Dalam KonteksMenyukseskanMBS&
KBK”, h:25
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Pengembangan profesionalisme kepala sekolah merupakan tugas dan
wewenang para pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional. Tanggung jawab pengawas sekolah
adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar serta bimbingan
peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, melaksanakan
pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan
penugasannya pada lembaga pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak,
Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Tingkat Pertama, dan lainnya. Sedangkan
wewenang pengawas sekolah adalah memilih dan menentukan metode kerja
untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan kode etik profesi dan menetapkan tingkat kinerja guru
dan tenaga lain yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi,
menentukan dan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan
pembinaan.

Madrasah belum menjadi tipe sekolah yang ideal bagi kebanyakan umat
Islam terutama menengah keatas. Hal ini sangat banyak dampaknya bila
madrasah ingin diberdayakan dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis
sekolah (school based management). Prinsip dasar dari school based
management adalah bahwa sekolah mendapat otonomi Iluas dan
bertanggungjawab dalam menggali, memanfaatkan serta mengarahkan berbagai
sumberdaya, baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses belajar

mengajar di sekolah™®.

3 Haidar Putra Daulay,“Pendidikan Islam:Dalam SistemPendidikan Nasional Di
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Disebabkan itu perlu dibangun komunikasi yang insentif terhadap pihak
yang berkepentingan(stakeholders), dewan sekolah, para pengawas, kepala
sekolah, guru, orang tua, siswa serta seluruh anggota masyarakat.

2. Pengertian Kebijakan Dalam Pendidikan

Kebijaksanaan pendidikan nasional telahdirumuskan dalamketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pola umum pembangunan
nasional mengarahkan rangkaian program pembangunan di segala bidang
untuk mewujudkan tujuan nasional seperti tercantum didalam Pembukaan

Undang-UndangDasar 1945. Khusus mengenai pendidikan nasional dinyatakan

“Pendidikan nasional berdasarkan pancasila,bertujuan untuk meningkatkan
ketakwaan terhadapTuhanYang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan,
mempertinggi budi pekerti,memperkuat kepribadiandan mempertebal
semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan

manusia- manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri

sertabersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”>.

Berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara itu jelaslah bahwa peserta
didik pada khususnya dan generasimuda pada umumnya harus diberi
kesempatan untuk memperoleh pendidikan sejarah perjuangan bangsa dalam
rangka pendidikan pancasila dari masa sebelum kemerdekaan sampai dengan
masa perjuangan menegakkan, mempertahankan, membela dan mengisi
kemerdekaan. Karena itu, menjadi tugas Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan untuk merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan

Indonesia”, Kencana:Jakarta, 2004, h : 59.
% H. Gunawan,“Kebijakan-Kebijakan Pendidikan”,PT.Rineka Cipta: Jakarta,1995.h: 113
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pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai bagian terpadu dari system
kurikulum nasional.

Pelaksanaan kebijaksanaan itu bertujuan menumbuhkan manusia-manusia
pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama
bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.Manusia-manusia pembangunan
yang dihasilkan diharapkan berperan mewujudkan tujuan nasional yang telah
dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Butir-butirpemikirandalam kebijaksanaanpendidikannasionalmengandung
amanat dan makna bahwa kurikulum sebagai salah satu wahana utama
pencapaian tujuan pendidikan nasional harus selaludiperbaiki. Perbaikan itu
mengarah pada pembakuan kurikulum nasional sebagai salah satu upaya
pengembangan satu system pendidikan nasional yang mantap dan terpadu.
Perbaikan kurikulum yang dilakukan berlandasan masukan yang diperoleh dari
kegiatan evaluasi kurikulum, wuji coba pengembangan kurikulum dan
pengalaman lapangan. Masukan itu merupakan umpan balik untuk
menyelaraskan  kurikulum  dengan  tuntutan  masyarakat, kemajuan
pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan dan tanda-tanda zaman.

Pembangunan system pendidikan harus mampu memberikan arti
fungsional bagi pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan
masyarakat. Tuntutan yang paling mendesak dalam memacu pembangunan
pendidikan yang bermutu dan relevan ialah peningkatan kemampuan dalam
melakukan analisis kebijakan. Para analisis kebijakan dalam bidang pendidikan

tidakhanya dituntut untuk menguasai teknik-teknik penelitian dan
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pengembangan, tetapi juga dituntut untuk menguasai isu-isu pendidikan yang
relevan, baik itu pendidikan secara internal maupun isu-isu pendidikan dalam
kaitannya secara lintas sektoral. Isu-isu pendidikan secara internal akan
meliputi system pendidikan berikut komponen-komponennya yang integral,
seperti pendidikan dasar (berfungsi menanamkan kemampuan dasar),
pendidikan menengah baik pendidikan umum maupun pendidikan sebagai
persiapan kerja, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan
professional, pendidikan luar sekolah, serta komponen-komponen penunjang
system pendidikan.

Isu-isu pendidikan secara eksternal, yang juga sangat penting untuk terus
dikaji oleh para analisis kebijakan, menyangkut keterkaitan yang integral
antara pendidikan dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang seperti
politik, ekonomi, dan ketenaga kerjaan, lingkungan hidup, serta kehidupan
sosial budaya. Penguasaan  terhadap isu-isu  pendidikan, baik
secarainternalmaupun eksternal,perlu dibentukoleh suatu kelompok analisis
kebijakan pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan secara
interdisipliner. Penguasaan teknologi dalam penelitian dan pengembangan serta
isu-isu kebijakan pendidikan tersebut harus senantiasa merupakan kekuatan
yang perlu terus dikembangkan.Hal itu dilakukan agar mampu melahirkan
berbagai gagasan yang berguna dalam upaya menghasilkan alternative
kebijakan dalam membangun system pendidikan yang efisien, bermutu dan
sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam kenyataannya,kata kebijakan sering digunakan dan dipertukarkan
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maknanya dengan tujuan, program, keputusan, hukum, proposal, patokan dan
maksud besar tertentu. Didalam percakapan sehari-hari antara para pembuat
keputusan dan rekan-rekannya pergantian makna semacam
inibukanlahmasalah.Biasanyadalam hubungan atau kaitan teknis atau
administrative tertentu kata ini mempunyai acuan khusus yang hanya
dimengerti oleh kelompok tertentu.

Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan
pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan
dari mereka yang mematuhi keputusan tesebut.Ada dua buah penggunaan
yang luas dari istilah kebijakan ini yang pertama sebagai pengganti kata atau
ungkapan pendek dimana pengertian umum sering diasumsikan dan yang
kedua adalah sebagai seperangkat ciri-ciri yang dikhususkan dan diidentifikasi
melalui riset.

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berpikir yang sudah
lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia, paling tidak sejak manusia
mampu melahirkan dan memelihara pengetahuan dalamkitannya dengan
tindakan®',

Dengan demikian kebijakan dalam pendidikanya itu keputusan yang tetap
dalam pendidikan yang dicirikan oleh konsistensi dan perubahan tingkah laku

yang membuat patuh terhadap keputusan dalampendidikan tersebut.

*“Charles O.Jones,“Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)”, PT. Raja Grafindo
Persada: Jakarta, 1996,h. 47.
41AceSuryadi,Tilaar,“Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantae”, PT.
Remaja Rosdakarya: Bandung, 1994, h,: 40.
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3. Proses Penyusunan Kebijakan
Proses sebagai sebuah rangkaian tindakan yang secara definitive berkaitan

dengantujuan®. Proses tak pelak lagi dikaitkan dengan segala tindak tanduk
sosial. Para cendekiawan politik mempunyai minat tradisional terhadap
proses-proses instituasional yaitu rangkaian tindakan atau operasi yang
dikaitkandengan para pembuat undang-undang (legislatures), para eksekutif,
birokrasi, pengadilan, parpol dan lembaga-lembaga politik lainnya. Aspek yang
perlu ada dan harus dilakukan dalam penentuan kebijakan adalah membuat
perencanaan, karena secara universal sebuah perencanaan dapat diartikan
sebagai suatu desain masa depan yang diinginkan dengan cara yang efektif
untuk memecahkannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan para penentu
kebijakan adalah perencanaan. Adapun tahap-tahap perencanaan adalah
sebagai berikut:

a. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.

b. Merumuskan keadaan saat ini.

c. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan.

d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk

pencapaian tujuan®.
Menetapkan tujuan perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan

tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa
rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumberdaya-sumber

dayanya secaratidak efektif.

“’Charles O. Jones, h:44.
T Hani Handoko,“Manajemen”, BPFE:Yogyakarta,1984,h: 79.
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Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi perusahaan
sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang
tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat pentingkarenatujuandan
rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan lembaga
atau organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk
menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap ini memerlukan
informasi terutamakeuangan dan data statistic yang didapatkan melalui
komunikasi dalam organisasi.

Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan
dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikanuntuk
mengukur kemampuan organisasidalam mencapai tujuan. Oleh karena itu
perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat
membantu organisasi mencapai tujuannnya, atau yang mungkin menimbulkan
masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan
kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah
bagian esensi dari proses perencanaan.

Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan
berbagai alternative kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-
alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (palingmemuaskan) diantara
berbagai alternative yang ada.

5. Konsep Otonomi Daerah
Sehari sesudah merdeka, Negara Kesatuan RI pada dasarnya telah

menetapkan pilihannya secara formal pada dianutnya asas desentralisasi dalam
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penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan
keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal itu
dapat disimpulkan dari bunyi Bab IV, pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya.
Dalam pasal 18 UUD 1945, antara lain dinyatakan bahwa “pembagian daerah
Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang”. Sementara, dalam

13

penjelasan pasal tersebut antara lain dikemukakan bahwa: “...oleh karena
negara Indonesia itu suatu “eenheidsstaat”, maka Indonesia tak akan
mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah
Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah yang lebih kecil.
Daerah itu bersifat otonom (streck dan locale rechtsgemeenchappen) atau
bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan
ditetapkan dengan undang-undang”.

Dalam amandemen kedua UUD 1945, ketentuan tersebut mengalami
perubahan.Perubahan tersebut tidak merubah esensinya, tapi lebih bersifat
mempertegas, memperjelas dan melengkapi. Disebutkan, misalnya, “Negara
Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah”. Pemerintah daerah tersebut mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan . Selanjutnya, dikatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan
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otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*!

Secara etimologi, perkataan otonomi berasal dari bahasa latin “autos” yang
berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Dengan demikian, mula-mula
otonomi berarti mempunyai “peraturan sendiri” atau mempunyai
hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri.Kemudian arti
ini berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri ini
meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri,
dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri.
Sementara itu, dalam UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan
bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.®

Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diatur
dan diurus tersebut meliputi kewenangan-kewenangan yang diserahkan oleh
pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Josef Riwu Kaho (1991:15-
17) menyebutkan berbagai teknik untuk menetapkan bidang mana yang
menjadi urusan pemerintah pusat dan mana yang merupakan wewenang
pemerintah daerah, yaitu (a) sistem residu, (b) sistem material, (c) sistem
formal, (d) sistem otonomi riil, dan (e) prinsip otonomi yang nyata, dinamis

dan bertanggung jawab.

4 Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 dan 2
* Josef riwu kaho, 1991. Prospek otonomi daerah dinegara republic Indonesia,
rajawali citra, Jakarta.h, 14
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Dalam sistem residu, secara umum telah ditentukan lebih dahulu tugas-
tugas yang menjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan sisanya menjadi
urusan rumah tangga daerah.Kebaikannya terutama terletak pada saat
timbulnya keperluan-keperluan baru, pemerintah daerah dapat dengan cepat
mengambil keputusan dan tindakan yang dipandang perlu, tanpa menunggu
perintah dari pusat. Sebaliknya, sistem ini dapat pula menimbulkan kesulitan
mengingat kemampuan daerah yang satu dengan yang lainnya tidak sama
dalam pelbagai lapangan atau bidang. Akibatnya, bidang atau tugas yang
dirumuskan secara umum ini dapat menjadi terlalu sempit bagi daerah yang
kemampuannya terbatas.

Sementara, dalam sistem material, tugas pemerintah daerah ditetapkan satu
persatu secara limitatif atau terinci. Di luar tugas yang telah ditentukan,
merupakan urusan pemerintah pusat. Kelemahannya, sistem ini kurang
fleksibel karena setiap perubahan tugas dan wewenang daerah harus
dilakukannya melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit.Akibatnya,
memghambat kemajuan daerah, karena mereka harus menunggu penyerahan
yang nyata bagi setiap urusan. Kadang-kadang suatu urusan menjadi
terbengkelai, tidak diurus oleh pemerintah pusat dan tidak pula oleh
pemerintah daerah. Sedangkan dalam sistem formal, daerah boleh mengatur
dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal saja
tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat

atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan kata lain,
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urusan rumah tangga daerah dibatasi oleh peraturan perundang- undangan
yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam sistem otonomi riil, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan
kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat
serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi.Karena pemberian
tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada keadaan riil di dalam
masyarakat, maka kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah bahwa tugas
atau urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat
diserahkan kepada pemerintah daerah dengan melihat kepada kemampuan dan
keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri. Sebaliknya, tugas yang kini
menjadi wewenang daerah, pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu dapat
diserahkan kembali kepada pemerintah pusat atau ditarik kembali dari daerah .

Prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dikenal
dalam UU No.5 tahun 1974 sebagai salah satu variasi dari sistem otonomi riil.
Dalam UU tentang Pemerintah Daerah yang baru, yaitu UU No. 22 tahun
1999, otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang
luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya
nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.*®

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang

hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa

% UU No. 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
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pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan
dan pengawasan.Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan,
pelatihan,  supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi.Bersamaan dengan itu, Pemerintah wajib memberikan fasilitasi
berupa pemberian peluang, kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah
agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Konsep Desentralisasi Pendidikan

Bila otonomi daerah menunjuk pada hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat, maka hal tersebut hanya mungkin jika Pemerintah
Pusat mendesentralisasikan atau menyerahkan wewenang pemerintahan
kepada daerah otonom.Inilah yang disebut dengan desentralisasi.Mengenai
asas desentralisasi, ada banyak definisi. Secara etimologis, istilah tersebut
berasal dari bahasa Latin “de”, artinya lepas dan ‘“centrum”, yang berarti
pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat. Sementara, dalam
Undang-undang No. 32 tahun 2004, bab I, pasal 1 disebutkan bahwa
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan RI. Sedangkan menurut Jose Endriga (Verania
Andria & Yulia Indrawati Sari,2000:ii1) desentralisasi diartikan sebagai
“systematic and rasional dispersal of governmental powers and authority to

lower level institutions so as to allow multi—sectoral decision making as close
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as possible to problem area”. Lain halnya dengan Nuril Huda (1998:4), dia
mengartikan desentralisasi sebagai “delegations of responsibilities and
powers to authorities at the lower levels”.

Secara konseptual, penerapan asas desentralisasi didasari oleh keinginan
menciptakan demokrasi, pemerataan dan efisiensi. Diasumsikan bahwa
desentralisasi akan menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat
lokal. Dengan sistem yang demokratis ini diharapkan akan mendorong
tercapainya pemerataan pembangunan terutama di daerah pedesaan dimana
sebagian besar masyarakat tinggal. Sedangkan efisiensi dapat meningkat
karena jarak antara pemerintah lokal dengan masyarakat menjadi lebih dekat,
penggunaan sumber daya digunakan saat dibutuhkan dan masalah
diidentifikasi oleh masyarakat lokal sehingga tak perlu birokrasi yang besar
untuk mendukung pemerintah lokal. Sementara itu, Kotter (1997) dalam buku
“Leading Change”, menyatakan bahwa lembaga yang terdesentralisasi
memiliki beberapa keunggulan, antara lain : (1) lebih fleksibel, dapat
memberikan respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan yang
selalu berubah, (2) lebih efektif, (3) lebih inovatif, dan (4) menghasilkan
semangat kerja yang lebih tinggi, lebih komitmen dan lebih produktif.
Sedangkan Achmad Budiono, M.Irfan & Yuli Andi (1998:216) menyatakan
bahwa dengan pengambilan keputusan dalam organisasi ke tingkat yang lebih
rendah maka akan cenderung memperoleh keputusan yang lebih baik.

Desentralisasi bukan saja memperbaiki kualitas keputusan tetapi juga kualitas
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pengambilan keputusan. Dengan desentralisasi, pengambilan keputusan lebih
cepat, lebih luwes dan konstruktif.

Istilah desentralisasi muncul dalam paket UU tentang otonomi daerah yang
pelaksanaannya dilatarbelakangi oleh keinginan segenap lapisan masyarakat
untuk melakukan reformasi dalam semua bidang pemerintahan. Menurut Bray
dan Fiske desentralisasi pendidikan adalah suatu proses di mana suatu
lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan
untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk
pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan
pembiayaan’’. Senada dengan itu, Husen & Postlethwaite (1994:1407)
mengartikan desentralisasi pendidikan sebagai “the devolution of authority
from a higher level of government, such as a departement of education or
local education authority, to a lower organizational level, such as individual
schools”. Sementara itu, menurut Fakry Gaffar (1990:18) desentralisasi
pendidikan merupakan sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan
pendidikan yang menekankan pada keberagaman, dan sekaligus sebagai
pelimpahan wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan untuk
memecahkan berbagai problematika sebagai akibat ketidaksamaan geografis
dan budaya, baik menyangkut substansi nasional, internasional atau universal
sekalipun.

Bila dicermati, esensi terpenting dari berbagai pengertian di atas adalah

otoritas yang diserahkan. Williams membedakan adanya dua macam otoritas

*" Depdikdas, Buku I Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah, Jakarta, Depdikbud,
2001, h, 3-4
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(kewenangan dan tanggung jawab) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke
pemerintah yang lebih rendah, yaitu desentralisasi politis (political
decentralization) = dan  desentralisasi ~ administrasi  (administrative
decentralization). Perbedaan antar keduanya terletak dalam hal tingkat
kewenangan yang dilimpahkan™.

Pada desentralisasi politik, kewenangan yang dilimpahkan bersifat mutlak.
Pemda menerima kewenangan melaksanakan tanggung jawab secara
menyeluruh. Ia memegang otoritas untuk menentukan segala kebijakan
tentang penyelenggaraan pendidikan untuk masyarakatnya. Hal itu mencakup
kewenangan untuk menentukan model, jenis, sistem pendidikan, pembiayaan,
serta lembaga apa yang akan melaksanakan kewenangan-kewenangan
tersebut. Sedangkan dalam desentralisasi administrasi, kewenangan yang
dilimpahkan hanya berupa strategi pelaksanaan tugas-tugas pendidikan di
daerah. Dengan kata lain, kewenangan yang diserahkan berupa strategi
pengelolaan yang bersifat implementatif untuk melaksanakan suatu fungsi
pendidikan. Dalam desentralisasi model ini, pemerintah pusat masih
memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan makro,
sedangkan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk
merencanakan, mengatur, menyediakan dana dan fungsi-fungsi implementasi
kebijakan lainnya.

Mengapa bidang pendidikan didesentralisasikan. Tentang hal itu, ada

berbagai pendapat dari para ahli. Husen & Postlethwaite menguraikan

BIbid.,
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mengenai alasan desentralisasi (reasons for decentralization), yaitu (a) the
improvement of schools, (b) the belief that local participation is a logical
form of governance in a democracy, dan (c) in relation to fundamental values
of liberty, equality, fraternity, efficiency, and economic growth. Sementara
itu, setelah melakukan studi di berbagai negara, Fiske menyebutkan sekurang-
kurangnya ada empat alasan rasional diterapkannya sistem desentralisasi,
termasuk pendidikan, yaitu (a) alasan politis, seperti untuk mempertahankan
stabilitas dalam rangka memperoleh legitimasi pemerintah pusat dari
masyarakat daerah, sebagai wujud penerapan ideologi sosialis dan laissez-
faire dan untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi, (b) alasan sosio-
kultural, yakni untuk memberdayakan masyarakat lokal, (c) alasan teknis
administratif dan paedagogis, seperti untuk memangkas manajemen lapisan
tengah agar dapat membayar gaji guru tepat waktu atau untuk meningkatkan
antusiasme guru dalam proses belajar mengajar, (d) alasan ekonomis-
finansial, seperti meningkatkan sumber daya tambahan untuk pembiayaan
pendidikan dan sebagai alat pembangunan ekonomi.

Sementara itu, Kacung Marijan Abdurrahmansyah, melihat penerapan
desentralisasi pendidikan di Indonesia justru sebagai gejala keputusasaan
pemerintah dalam menghadapi persoalan keuangan. Sedangkan Arbi Sanit
memandang penerapan desentralisasi secara umum sebagai “jalan keluar”
bagi problematik ketimpangan kekuasaan antara pemerintah nasional dan
pemerintah lokal. Karena itu, menurutnya, konsep desentralisasi bertolak dari

asumsi pemberian sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah
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lokal atau yang lebih rendah dalam rangka mencapai tujuan nasional.
Pemberian sebagian kekuasaan tersebut untuk mengatasi kekecewaan daerah
terhadap pemerintah pusat, yang berakar pada persoalan: (1) ketimpangan
struktur ekonomi Jawa-Luar Jawa, (2) sentralisasi politik, (3) korupsi
birokrasi, (4) eksploitasi SDA, (5) represi dan pelanggaran HAM, dan (6)
penyeragaman politik hingga kultural.*’

Tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk memperbaiki proses
pengambilan keputusan dengan melibatkan lebih banyak stakeholders di
daerah, untuk menghasilkan integrasi sekolah dengan masyarakat lokal secara
terus menerus, untuk mendekatkan sekolah dengan kebutuhan dan kondisi
masyarakat, dan akhirnya untuk memperbaiki motivasi, kehadiran dan
pencapaian murid. Selain itu, desentralisasi tersebut juga dalam rangka
memberi kesempatan kepada rakyat atau masyarakat luas untuk berpartisipasi
secara aktif dan kreatif sehingga pendidikan mampu menghasilkan sumber
daya manusia yang berkualitas yang akan bermanfaat bagi pembangunan
daerah.

4. Paradigma Baru Pendidikan

Era otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya pergeseran arah
paradigma pendidikan, dari paradigma lama ke paradigma baru, meliputi
berbagai aspek mendasar yang saling berkaitan, yaitu (1) dari sentralistik
menjadi desentralistik, (2) dari kebijakan yang top down ke kebijakan yang

bottom up, (3) dari orientasi pengembangan parsial menjadi orientasi

YArbi Sanit, Penelitian Paradigma baru hubungan pusat daerah di Indonesia, Jakarta,
2000, h, 1
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pengembangan holistik, (4) dari peran pemerintah sangat dominan ke
meningkatnya peranserta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif, serta (5)
dari lemahnya peran institusi non sekolah ke pemberdayaan institusi
masyarakat, baik keluarga, LSM, pesantren, maupun dunia usaha.’’

Agak berbeda dengan hal tersebut, dalam buku Depdiknas (2002:10)
tentang Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota, selain
perubahan paradigma dari “sentralistik ke desentralistik” dan orientasi
pendekatan “dari atas ke bawah” (top down approach) ke pendekatan “dari
bawah ke atas” (bottom up approach) sebagaimana yang sudah disebut dalam
buku Fasli Jalal, juga disebutkan tiga paradigma baru pendidikan lainnya,
yaitu dari “birokrasi berlebihan” ke “debirokratisasi”, dari “Manajemen
Tertutup” (Closed Management) ke “Manajemen Terbuka” (Open
Management), dan pengembangan pendidikan, termasuk biayanya, “terbesar
menjadi tanggung jawab pemerintah” berubah ke ‘“sebagian besar menjadi
tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders)’'.

Bila kedua pendapat di atas dianalisis dan disintesakan, maka wujud
pergeseran paradigma pendidikan tersebut meliputi sebagai berikut.

a. Dari sentralisasi ke desentralisasi pendidikan

Sebelum otonomi, pengelolaan pendidikan sangat sentralistik.Hampir
seluruh kebijakan pendidikan dan pengelolaan pelaksanaan pendidikan diatur
dari Depdikbud. Seluruh jajaran, tingkat Kanwil Depdikbud, tingkat

Kakandep Dikbud Kabupaten/Kota, bahkan sampai di sekolah-sekolah harus

Fasli Jalal Refarmasi Pendidikan dalam kontek Otonomi Daerah, Yokyakarta, Adicia,
2001,h 8
'Ibid., h, 5
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mengikuti dan taat terhadap kebijakan-kebijakan yang seragam secara
nasional, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya. Kakandep dan sekolah-
sekolah tidak diperkenankan merubah, menambah dan mengurangi yang sudah
ditetapkan oleh Depdikbud/Kanwil Depdikbud, sekalipun tidak sesuai dengan
kondisi, potensi, kebutuhan sekolah dan masyarakat di daerah.Dalam era
reformasi, paradigma sentralistik berubah ke desentralistik. Desentralistik
dalam arti pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari
Depdiknas ke Dinas Pendidikan Propinsi, dan sebagian lainnya kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, bahkan juga kepada sekolah-sekolah.Pada
perguruan tinggi negeri/swasta dilimpahkan kepada rektor, bahkan juga pada
fakultas, dan juga pada jurusan/program studi.

Dengan UU dan Peraturan Pemerintah mengenai otonomi daerah,
Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, diberi wewenang membuat
Peraturan-Peraturan Daerah, mengenai pendidikan tingkat Kabupaten/Kota.
Dengan desentralisasi manajemen pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan
tingkat Kabupaten/Kota sebagai perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang
otonom, dapat membuat kebijakan-kebijakan pendidikan, masing-masing
sesuai wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota
dalam bidang pendidikan. Bahkan dalam pengelolaan pendidikan pada tingkat
Kabupaten/Kota, setiap sekolah juga diberi peluang untuk membuat kebijakan
sekolah (school policy) masing-masing atas dasar konsep “manajemen

berbasis sekolah” dan “pendidikan berbasis masyarakat”
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Dengan demikian, sebagian perubahan dan kemajuan pendidikan tingkat
Kabupaten/Kota sangat bergantung pada kemampuan mengembangkan
kebijakan pendidikan dari masing-masing Kepala Dinas Pendidikan tingkat
Kabupaten/Kota.

Desentralisasi manajemen pendidikan tersebut, dilaksanakan sejalan
dengan proses demokratisasi, sebagai proses distribusi tugas dan tanggung
jawab dari Depdiknas sampai di unit-unit satuan pendidikan. Iklim dan
suasana serta mekanisme demokratis bertumbuh dan berkembang pada seluruh
tingkat dan jalur pengelolaan pendidikan, termasuk di sekolah-sekolah dan di
kelas-kelas ruang belajar.

b. Dari kebijakan yang top down ke kebijakan yang bottom up;

Sebelum otonomi, pendekatan pengembangan dan pembinaan pendidikan
dilakukan dengan mekanisme pendekatan “dari atas ke bawah” (top down
approach) Berbagai kebijakan pengembangan/pembinaan pendidikan hampir
seluruhnya ditentukan oleh Depdikbud, dan dalam hal khusus di Propinsi
ditentukan oleh Kanwil Depdikbud, dan dalam hal khusus lainnya di
Kabupaten/Kota ditentukan oleh Kakandepdikbud, untuk dilaksanakan oleh
seluruh jajaran pelaksana di wilayah, termasuk di sekolah-sekolah.
Lain halnya dalam era reformasi, sebagian besar upaya pengembangan
pendidikan dilakukan dengan orientasi pendekatan “dari bawah ke atas”
(bottom up approach). Pendekatan bottom up harus terjadi dalam pengambilan
keputusan di setiap level instansi, misalnya sekolah, Dinas Kabupaten/Kota,

yayasan penyelenggara pendidikan, dan sebagainya.Berbagai aspirasi dan
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kebutuhan yang menjadi kepentingan umum, sesuai kondisi, potensi dan
prospek sekolah, diakomodasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sesuai
wewenang dan tanggung jawabnya. Dan hal-hal lainnya yang menjadi
wewenang dan tanggung jawab Dinas Propinsi diselesaikan pada tingkat
Depdiknas.

Oleh karenanya, tidak heran bila di Kabupaten/Kota sering terjadi “unjuk
rasa” para guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat menuntut perbaikan
kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Dan berbagai
aspirasi yang baik sudah seyogyanya diterima oleh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

c. Dari orientasi pengembangan yang parsial ke orientasi pengembangan
yang holistik

Sebelum otonomi, orientasi pengembangan bersifat parsial. Misalnya,
pendidikan lebih ditekankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,
menciptakan stabilitas politik dan teknologi perakitan Fasli Jalal, Pendidikan
juga terlalu menekankan segi kognitif, sedangkan segi spiritual, emosional,
sosial, fisik dan seni kurang mendapatkan tekanan Paul Suparno, Akibatnya
anak didik kurang berkembang secara menyeluruh. Dalam pembelajaran yang
ditekankan hanya to know (untuk tahu), sedangkan unsur pendidikan yang lain
to do (melakukan), to live together (hidup bersama), to be (menjadi) kurang
menonjol. Di Indonesia kesadaran akan hidup bersama kurang mendapat
tekanan, dengan akibat anak didik lebih suka mementingkan hidupnya sendiri.

Selain itu, pendekatan dan pengajaran di sekolah kebanyakan terpisah-pisah
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dan kurang integrated. Setiap mata pelajaran berdiri sendiri, seakan tidak ada
kaitan dengan pelajaran lain.

Berbeda dengan itu, setelah reformasi orientasi pengembangan bersifat
holistik.Pendidikan diarahkan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu
dalam kemajemukan budaya, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan
agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum®?. Menurut Paul
Suparno, pendidikan holistik dipengaruhi oleh pandangan filsafat holisme,
yang cirinya adalah keterkaitan (connectedness), keutuhan (wholeness), dan
proses menjadi (being).

Konsep saling keterkaitan mengungkapkan bahwa saling keterkaitan
antara suatu bagian dari suatu sistem dengan bagian-bagian lain dan dengan
keseluruhannya. Maka tidak mungkin suatu bagian dari suatu sistem lepas
sendiri dari sistem itu dan lepas dari bagian-bagian yang lain. Saling
keterkaitan dapat dijabarkan dalam beberapa konsep berikut, yaitu
interdependensi, interrelasi, partisipasi dan non linier Hent, Interdependensi
adalah saling ketergantungan satu unsur dengan yang lain. Masing-masing
tidak akan menjadi penuh berkembang tanpa yang lain. Ada saling
ketergantungan antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa lain,
antara guru dengan guru lain, dan lain-lain.

Interrelasi dimaksudkan sebagai adanya saling kaitan, saling berhubungan
antara unsur yang satu dengan yang lain dalam pendidikan. Ada hubungan

antara pendidik dengan yang dididik, antara siswa dengan siswa lain, antara

52 Fasli Jalal, Reformasi Pendidikan dalam kontek Otonomi Daerah, Yokyakarta, Adicia,
2001,h 5
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pendidik dengan pendidik lain. Relasi ini bukan hanya relasi berkaitan dengan
pengajaran tetapi juga relasi sebagai manusia, sebagai pribadi.Partisipasi
dimaksudkan sebagai keterlibatan, ikut andil dalam sistem itu. Dalam
pendidikan secara nyata siswa hanya akan berkembang bila terlibat, ikut aktif
didalamnya. Non linier menunjukkan bahwa tidak dapat ditentukan secara
linier serba jelas sebelumnya.Ada banyak hal yang tidak dapat diprediksikan
sebelumnya dalam pendidikan, meski kita telah menentukan unsur-
unsurnya.Kita dapat membantu anak-anak dengan segala macam nilai yang
baik, namun dapat terjadi mereka berkembang tidak baik. Pendekatan
pendidikan yang mekanistis tidak tepat lagi.Pendidikan tidak dipikirkan lagi
secara linier, seakan-akan bila langkah-langkahnya jelas lalu hasilnya menjadi
jelas; tetapi lebih kompleks dan ada keterbukaan terhadap unsur yang tidak
dapat ditentukan sebelumnya.

Prinsip keutuhan menyatakan bahwa keseluruhan adalah lebih besar
daripada penjumlahan bagian-bagiannya.Prinsip keutuhan sangat jelas
diwujudkan dengan memperhatikan semua segi kehidupan dalam membantu
perkembangan pribadi siswa secara menyeluruh dan utuh.Maka, segi
intelektual, sosial, emosional, spiritual, fisik, seni, semua mendapat porsi yang
seimbang. Salah satu unsur tidak lebih tinggi dari yang lain sehingga
mengabaikan yang lain. Kurikulum dibuat lebih menyeluruh dan memasukkan
banyak segi.Pendekatan terhadap siswapun lebih utuh dengan memperhatikan
unsur pribadi, lingkungan dan budaya.Pembelajaran lebih menggunakan

inteligensi ganda, dengan mengembangkan 1Q, SQ, dan EQ secara integral.
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Prinsip ”’proses menjadi” mengungkapkan bahwa manusia memang terus
berkembang menjadi semakin penuh. Dalam proses menjadi penuh itu unsur
partisipasi, keaktifan, tanggung jawab, kreativitas, pertumbuhan, refleksi, dan
kemampuan mengambil keputusan sangat penting. Proses itu terus-menerus
dan selalu terbuka terhadap perkembangan baru. Dalam pendidikan, prinsip
kemenjadian ini ditonjolkan dengan pendekatan proses, siswa diaktifkan untuk
mencari, menemukan dan berkembang sesuai dengan keputusan dan
tanggungjawabnya. Dalam proses itu, siswa diajak lebih banyak mengalami
sendiri, berefleksi dan mengambil makna bagi hidupnya. Dalam proses ini
siswa dibantu sungguh menjadi manusia yang utuh, bukan hanya menjadi
calon pekerja atau pengisi lowongan kerja.

d. Dari peran pemerintah yang dominan ke meningkatnya peranserta
masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif.

Sebelum otonomi, peran pemerintah sangat dominan.Hampir semua aspek
dari pendidikan diputuskan kebijakan dan perencanaannya di tingkat Pusat,
sehingga daerah terkondisikan lebih hanya sebagai pelaksana (Sumarno,
2001:3).Pendidikan dikelola tanpa mengembangkan kemampuan kreativitas
masyarakat, malah cenderung meniadakan partisipasi masyarakat di dalam
pengelolaan pendidikan.Lembaga pendidikan terisolasi dan tanggung jawab
sepenuhnya ada pada pemerintah pusat.Sedangkan masyarakat tidak
mempunyai wewenang untuk mengontrol jalannya pendidikan.Selain itu,
dengan sendirinya orang tua dan masyarakat, sebagai constituent dari sistem

pendidikan nasional yang terpenting, telah kehilangan peranannya dan
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tanggung jawabnya.Mereka, termasuk peserta didik, telah menjadi korban,
yaitu sebagai obyek dari sistem yang otoriter. (Tilaar, 1999:113)

Sesudah otonomi, ada perluasan peluang bagi peran serta masyarakat
dalam pendidikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.Oleh karena itu,
untuk mendorong partisipasi masyarakat, di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk
Dewan Pendidikan, sedangkan di tingkat sekolah dibentuk komite
sekolah.Pembentukan komite sekolah didasarkan pada keputusan Mendiknas
No0.044/U/2002 tentang panduan pembentukan komite sekolah.

Menurut panduan, pembentukan komite sekolah dilakukan secara
transparan, akuntabel, dan demokratis. Transparan berarti bahwa komite
sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara
luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh
panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota,
pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil
pemilihan. Akuntabel berarti bahwa panitia persiapan pembentukan komite
sekolah hendaknya menyampikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya
maupun penggunaan dan kepanitiaan. Sedangkan secara demokratis berarti
bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan
musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu, dapat dilakukan melalui
pemungutan suara.

e. Dari lemahnya peran institusi non sekolah ke pemberdayaan institusi

masyarakat.
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Sebelum era otonomi, peran institusi non sekolah sangat lemah.Dalam era
otonomi, masyarakat diberdayakan dengan segenap institusi sosial yang ada di
dalamnya, terutama institusi yang dilekatkan dengan fungsi mendidik generasi
penerus bangsa.Berbagai institusi kemasyarakatan ditingkatkan wawasan,
sikap, kemampuan, dan komitmennya sehingga dapat berperan serta secara
aktif dan bertanggung jawab dalam pendidikan.Institusi pendidikan tradisionil
seperti pesantren, keluarga, lembaga adat, berbagai wadah organisasi pemuda
bahkan partai politik bukan hanya diberdayakan sehingga dapat
mengembangkan fungsi pendidikan dengan lebih baik, melainkan juga
diupayakan untuk menjadi bagian yang terpadu dari pendidikan nasional.

Demikian juga, ada upaya peningkatan partisipasi dunia usaha/industri dan
sektor swasta dalam pendidikan karena sebagai pengguna sudah semestinya
dunia usaha juga ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
Apabila lebih banyak institusi kemasyarakatan peduli terhadap pendidikan
maka pendidikan akan lebih mampu menjangkau berbagai kelompok sasaran
khusus seperti kelompok wanita dan anak-anak kurang beruntung (miskin,
berkelainan, tinggal di daerah terpencil dan sebagainya).

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan pembenahan
sebagai kebijakan dasar, yaitu pengembangan kesadaran tunggal dalam
kemajemukan, pengembangan kebijakan sosial, pengayaan berkelanjutan

(continuous enrichment) dan pengembangan kebijakan afirmatif (affirmative

policy)>>.

>3Fasli Jalal, op. cit, h, 72-73
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f. Dari “birokrasi berlebihan” ke ”debirokratisasi”.

Sebelum otonomi, berbagai kegiatan pengembangan dan pembinaan diatur
dan dikontrol oleh pejabat-pejabat (birokrat-birokrat) melalui prosedur dan
aturan-aturan (regulasi) yang ketat, bahkan sebagiannya sangat ketat dan kaku
oleh Kandepdikbud/Kanwildikbud. Hal ini mempengaruhi pengelolaan
sebagian sekolah-sekolah, dalam iklim ’birokrasi berlebihan™. Dalam kondisi
yang demikian, tidak jarang ditemukan adanya “kasus birokrasi yang
berlebihan dari sebagian pejabat birokrat yang menggunakan “kekuasaan
berlebihan” dalam pembinaan guru, siswa, dan pihak-pihak lainnya. Keadaan
ini telah mematikan prakarsa, daya cipta, dan karya inovatif di sekolah-
sekolah.

Dalam era reformasi, terjadi proses “debirokratisasi” dengan jalan
memperpendek jalur birokrasi dalam penyelesaian masalah-masalah
pendidikan secara profesional, bukan atas dasar “kekuasaan” atau peraturan
belaka. Hal ini sesuai dengan prinsip profesionalisme dalam pendidikan, dan
juga pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam desentralisasi. Di
samping itu juga dilakukan “deregulasi”, dalam arti ’pengurangan” aturan-
aturan kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi, potensi, dan
prospek sekolah, dan kepentingan masyarakat (stakeholders) untuk
berpartisipasi terhadap sekolah, dalam bentuk gagasan penyempurnaan

kurikulum, peningkatan mutu guru, dana dan prasarana/sarana untuk sekolah™.

*bid.,
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g. Dari "manajemen tertutup” (close management) ke management terbuka”
(open management).

Sebelum otonomi, diterapkan bentuk-bentuk “manajemen tertutup”,
sehingga tidak transparan, tidak ada akuntabilitas kepada publik dalam
pengelolaan pendidikan.

Dalam era reformasi, manajemen pendidikan menerapkan “manajemen
terbuka” dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan sampai pada
evaluasi, bahkan perbaikan kebijakan. Seluruh sumber daya yang digunakan
dalam pendidikan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh
kelompok masyarakat (stakeholders), dan selanjutnya terbuka untuk menerima
krittkan  perbaikan  bila  ditemukan hal-hal yang tidak  dapat
dipertanggungjawabkan.

h. Dari pengembangan pendidikan terbesar menjadi tanggung jawab
pemerintah” berubah ke “sebagian besar menjadi tanggung jawab orang tua
siswa dan masyarakat (stakeholders)

Sebelum otonomi, pengembangan pendidikan, termasuk pembiayaan,
terbesar menjadi tanggung jawab pemerintah, dibandingkan dengan menjadi
tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders).
Dalam era reformasi, pengembangan pendidikan, termasuk pembiayaan
pendidikan, berupa gaji honorarium/tunjangan mengajar, penataran/pelatihan,
rehabilitasi gedung dan lain-lain, diupayakan supaya sebagian besar
akanmenjadi tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders).

Kemajuan pendidikan tingkat Kabupaten/Kota akan banyak bergantung pada
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partisipasi orang tua siswa dan masyarakat serta pemerintah Kabupaten/Kota
masing-masing, di samping proyek-proyek khusus, dan juga kemudahan dan
pengendalian mutu dan hal-hal kepentingan nasional lainnya dari
DEPDIKNAS, dan dari Dinas Propinsi.

5. Paradigma Baru Perencanaan Pendidikan

Dengan terjadinya perubahan paradigma baru pendidikan, maka sistem
perencanaan pendidikan dalam iklim pemerintahan yang sentralistik, sudah
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perencanaan pendidikan pada era otonomi
daerah, sehingga diperlukan paradigma baru perencanaan pendidikan. Menurut
Mulyani A. Nurhadi (2001:2), perubahan paradigma dalam sistem perencanaan
pendidikan di daerah setidak-tidaknya akan menyentuh lima aspek, yaitu sifat,
pendekatan, kewenangan pengambilan keputusan, produk serta pola
perencanaan anggaran.

Dari segi sifat perencanaan pendidikan, maka perencanaan pendidikan
pada tingkat daerah sebagai kegiatan awal dari proses pengelolaan pendidikan
termasuk kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Sementara itu,
Pemerintah Pusat berkewajiban merumuskan kebijakan tentang perencanaan
nasional, yang dalam pelaksanaannya telah dituangkan dalam bentuk Undang-
Undang RI No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Pada
tingkat Departemen, Propenas ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen
Rencana Strategis (Renstra) yang memuat strategi umum untuk mencapai
tujuan program pembangunan di bidang masing-masing dan dituangkan dalam

Keputusan Menteri. Berdasarkan Renstra itu, Pemerintah Pusat menyusun
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Program pembangunan tahunan yang disingkat Propeta yang dituangkan dalam
Keputusan Menteri, sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-
masing.

Selain itu, pada era otonomi daerah diharapkan akan lebih tumbuh
kreativitas dan prakarsa, serta mendorong peran serta masyarakat sesuai
dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Ini berarti bahwa
dalam membangun pendidikan di daerah Kabupaten/Kota perlu dilandasi
dengan perencanaan pendidikan tingkat daerah yang baik dan distinktif, tidak
hanya bertumpu kepada perencanaan nasional yang makro, tetapi juga dapat
mempertimbangkan keunikan, kemampuan, dan budaya daerah masing-masing
sehingga mampu menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Perencanaan
program pendidikan di daerah bukan lagi merupakan bagian atau fotokopi dari
perencanaan program tingkat nasional maupun propinsi, tetapi merupakan
perencanaan pendidikan yang unik dan mandiri sehingga beragam, walaupun
disusun atas dasar rambu-rambu kebijakan perencanaan nasional.

Dari segi pendekatan perencanaan pendidikan, era otonomi telah merubah
paradigma dalam pendekatan perencanaan pendidikan di daerah dari
pendekatan diskrit sektoral menjadi integrated dengan sektor lainnya di daerah.
Sebelum otonomi, sistem alokasi anggaran pendidikan di daerah diperoleh dari
APBN pusat secara sektoral pada sektor pendidikan, Pemuda dan Olahraga,
serta Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun setelah otonomi
diperoleh dari APBD yang berasal dari berbagai sumber sebagai bagian dari

dana Daerah untuk seluruh sektor yang menjadi tanggung jawab daerah.
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Sumber-sumber itu meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana
dekonsentrasi, dana perbantuan, pendapatan asli daerah, dan bantuan
masyarakat. Dengan demikian, telah terjadi perubahan sumber anggaran yang
semula bersifat tunggal-hierarkhi-sektoral sekarang menjadi jamak-fungsional-
regional, tetapi dalam persaingan antar sektor.

Dari segi kewenangan pengambilan keputusan, sistem perencanaan
pendidikan yang sentralistik telah menutup kewenangan Daerah dalam
pengambilan keputusan di bidang pendidikan baik pada tataran kebijakan,
skala prioritas, jenis program, jenis kegiatan, bahkan dalam hal rincian alokasi
anggaran. Namun, dalam era otonomi Daerah dapat dan harus menetapkan
kebijakan, program, skala prioritas, jenis kegiatan sampai dengan alokasi
anggarannya sesuai dengan kemampuan Daerah, sepanjang tidak bertentangan
dengan kebijakan nasional yang antara lain dalam bentuk Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang ditetapkan.

Sementara dari segi produk perencanaan pendidikan, pada era
desentralisasi produk perencanaan pendidikan diharapkan merupakan bagian
tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Daerah secara lintas sektoral.
Oleh karena itu, produk

Dalam UU tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka pendek, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
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Dalam penjelasan UU tersebut, perencanaan partisipatif disebut hanya
sebagai salah satu dari lima pendekatan dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Keempat pendekatan lainnya adalah pendekatan
politik, teknokratik, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom—
up).Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan
melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap
pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan
menciptakan rasa memiliki perencanaan pendidikan yang dihasilkan harus
mencakup seluruh komponen perencanaan pendidikan yang meliputi:
kebijakan, rencana strategis, skala prioritas, program, sasaran dan kegiatan,
serta alokasi anggarannya dalam konteks perencanaan pembangunan Daerah
secara terpadu. Semua komponen itu perlu dikembangkan secara spesifik
sesuai dengan kemampuan dan kharakteristik Daerah, sejauh tidak
bertentangan dengan kebijakan umum, prioritas nasional, dan program-
program strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6. Kebijakan Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan

Berbicara pendidikan adalah juga berbicara tentang kebijakan, karena
pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah  untuk
dilaksanakan.Karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah, maka kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan publik
dalam bidang pendidikan. Yang dimaksud dengan kebijakan publik disini
adalah “keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai

strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan.
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Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa
awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada
masyarakat yang dicita-citakan®

Berbagai aturan dan perundang-undangan yang ada miisalnya, undang-
undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Menurut hemat
penulis aturan ini cenderung bersifat sentralistik daripada desentralistik.
Kemudian muncul kebijakan baru yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU nomor 22 tahun 1999 mengubah pola
pembangunan dari sentralistik menjadi desentralistik, dengan memberikan
kekuasaan otonom secara luas kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Efek
samping dari pada kekuasaan otonomi yang sangat luas kepada daerah, pada
prakteknya mengakibatkan sedikit terhambatnya proses desentralisasi
pembangunan dan pelayanan publik, juga pemerintah daerah berpeluang untuk
melakukan desentralisasi kekuasaan pada elit-elit politik daerah.

Salah satu pesan UU nomor 22 tahun 1999 adalah bahwa daerah
mempunyai kewajiban menangani pendidikan yang rambu-rambunya telah
dijabarkan dalam Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
Bahwa persoalan mendasar dalam desentralisasi pengelolaan pendidikan
adalah apa yang seharusnya dilakukan, oleh siapa hal itu dilakukan, dengan

cara bagaimana dan mengapa demikian. Dengan semangat pemberian

H.A.R.Tilaar dan Riant Nugroho,Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk memahami
Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan
Publik,Y ogyakarta: *ustakaPelajar,Cet.112009, h.184.
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kesempatan otonomi kepada daerah khususnya Kabupaten dan Kota, dan tetap
terjaminnya kepentingan nasional yang paling esensial.

Disadari betul bahwa kewenangan dan kekuasaan saja belumlah cukup,
dibutuhkan kemampuan daerah untuk mengimplementasikan otonomi
daerah.Kemampuan ini bisa diuraikan menjadi sangat luas, mencakup
keharusan memiliki wawasan yang mumpuni, kualitas sumber daya manusia,
kapasitas kelembagaan serta kemampuan menggali dan mengelola
pembiayaan.Dengan demikian melalui pengelolaan yang desentralistik,
“diharapkan pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, bermanfaat
bagi daerah dan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya
dengan desentralisasi tersebut tidak dikehendaki terjadinya kemunduran dalam
pendidikan dan tidak juga justru melemahkan semangat integrasi nasional “*°

Kebijakan publik penyelenggaraan pembangunan Indonesia Pasca
reformasi ditata dengan pola desentralistik, yaitu dengan lahirnya undang-
undang nomor 22 Thun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang dilengkapi
dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah. Hanya saja kebijakan publik ini menurut hemat penulis
terdapat kelemahan, diantaranya adalah adanya kesenjangan kesejahteraan
antara pusat dengan daerah.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah
diperbaharui lagi dengan lahirnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Munculnya berbagai peraturan dan perundang-

% Fasli Jalal dan Dedi Supriadi(Ed), Otonomi Reformasi Pendidikan dalam Konteks
Daerah, Yogyakarta: Adi Cita karya Nusa Kerjasama dengan Depdiknas; Bappenas, 2001, h.4
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undangan ini adalah dalam rangka perbaikan sistem yang selama ini berlaku,
sehingga kedepan akan lebih baik lagi.

Pemerintah Orde baru menetapkan kebijakan publik dibidang pendidikan
berupa undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan
Nasional. Kebijakan ini ditetapkan pada saat kebijakan publik tentang
penyelenggaraan pembangunan menganut pola yang cenderung sentralistik,
yaitu melalui Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah. UU ini menyebutkan bahwa negara kesatuan RI
dibagi kedalam daerah-daerah otonom diselenggarakan melalui tiga
pelaksanaan asas yaitu, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asa
pembantuan. Pasal 2 UU tersebut menetapkan bahwa titik berat otonomi
daerah diletakkan pada daerah tingkat II yang pelaksanaannya diatur dengan
peraturan pemerintah (PP). Adapun tujuan daripada otonomi kepada daerah
adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan bisa mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pada pasal; 50, 51 dan 52 secara khusus mengatur tentang pengelolaan
pendidikan tingkat pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa sifat
desentralistik  dari  penyelenggaraan pembangunan pendidikan nasional.
Namun didalamnya memberikan panduan mengenai mekanisme desentralisasi
penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu antara lain siapa yang bertanggung

jawab dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional, bagaimana standar
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nasional pendidikan, siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi dan sebagainya.
a. Pembiayaan pendidikan

Sejalan dengan UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan
Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom — yang berdampak pada
penyerahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah.

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
nasional pada Bab XIII ayat (1) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan
menjadi tanggung jawab bersama antara pepemrintah, pemerintah daerah
dan masyarakat. Karenanya pemerintah tidak merupakan satu sistem yang
lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, swasta dan
masyarakat merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya
meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.Oleh karena itu pendidikan
menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat,
baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas.Artinya peran swasta dan
masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sangat menentukan. Hal ini sesuai

(13

dengan pandangan Nanang Fatah bahwa ada kecenderungan mengenai
sumber-sumber anggaran pendidikan pada umumnya berasal dari pemerintah

pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua mirid dan sumber lain.

Sedangkan pengeluarannya dipergunakan untuk (1), pengeluaran untuk
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pelaksanaan pelajaran, (2), pengeluaran untuk tata usaha sekolah, (3),
pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,(4), kesejahteraan pegawai, (5),
administrasi, (6), pembinaan teknis edukatif, (7), pendataan™’

Sumber biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) baerasal
pendapatan Negara dari sektor pajak, misalnya dari pemnafaatan sumber daya
alam dan produksi nasional lainnya, yang lazim dikatedorikan kedalam gas dan
non migas, keuntungan dari ekspor barang dan jasa, usaha-usaha negara
lainnya, termasuk dari disvestasi saham pada perusahaan negara (BUMN),
bantuan dalam bentuk grant (hibah) dan pinjaman luar negeri (loan) baik dari
lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, ADB, IDB, JICA,
maupun pemerintah, baik kerjasama multilateral maupun bilateral.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) yaitu negara
memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional®®.

Kemudian ditetapkan juga dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan alokasi dana

pendidikan sekurang-kurangnya 20 % baik pada anggaran Pendapatan dan

57Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya,
Cet.v.2009, h.23-24
*Tim Bela Bangsa,UUD1945 dan Perubahannya,Jakarta: Belabook Media, 2010,h.42
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Belanja Negara (APBN) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
(APBD)”’.

Disamping itu masih dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat (2) yaitu setiap
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya. Kemudian dalam UU nomor 20 tahun 2003, pada pasal 11 ayat
(1) juga menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan ayat
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh
sampai dengan lima belas tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Bab IX pasal 62 menyatakan
bahwa pembiayaan pendidikan terdiri dari; (1) biaya investasi, meliputi biaya
penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan
modal kerja, (2) Biaya operasi, meliputi gaji pendidik dan tenaga
kependidikan, bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai dan biaya
operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak
asuransi, dan (3) biaya personal, yang merupakan biaya yang harus
dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran

secara teratur dan berkelanjutan.Kalau kita semua memperhatikan realitas

*Pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
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yang ada betapa kita menyaksikan bagaimana kompleksitas sistem anggaran
yang ada, betapa rumitnya, birokratisnya kaku dan sebagainya (sangat
kompleksitas), belum lagi melibatkan berbagai instansi yang masing- masing
mempertahankan egonya masing-masing.

Pada era otonomi daerah sekarang ini yang salah satu tujuannya adalah
menyederhanakan dan memangkas birokrasi dalam sistem penganggaran
pendidikan, termasuk juga sektor lainnya, belum banyak perubahan terjadi.
Alokasi anggaran pendidikan tetap saja kompleks dan fragmentaris dengan
akibat terjadi in-efisiensi, kebocoran atau penghamburan pengelolaan dana.

b. Pendidikan yang dikelola Departemen Agama (sekarang Kementerian

Agama)

Pendidikan (madrasah) yang dikelola Kementerian Agama terdiri dari
Madrasahlbtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.Pengelolaan
anggaranya masih tetap terpusat di Kementerian Agama RI; berbeda dengan
pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
tidak termasuk instansi vertikal yang biaya pendidikannya diserahkan pada
pemerintah Kabupaten /Kota. Alasannya bahwa agama tidak termasuk yang
diotonomikan atau didesentralisasikan. Menurut hemat penulis, alasan ini perlu
diberi catatan khusus, karena tampaknya maksud awalnya adalah kenapa
urusan agama tetap dipegang oleh pemerintah pusat, adalah dalam pengertian
tentang pembinaan kehidupan beragama, yang kemungkinannya bukan
meliputi pendidikan yang dibinanya. Akibatnya kedudukan madrasahpun

menjadi tanggung, yaitu tetap dikelola oleh pemerintah pusat (secara terpusat
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— menggantung keatas) pada saat yang sama, semua sekolah lainnya telah
didesentralisasikan pengelolaannya. Karenanya madrasah menjadi sebuah
anomali pada era otonomi yang berkembang dewasa ini.Salah satu akibatnya
pembiayaan madrasah tidak diperhitungkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
Karena madrasah dianggap telah memperoleh dana dari pemerintah pusat
melalui jalur Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Terlepas dari sumber pembiayaan yang vertikal bagi madrasah dan
otonomi daerah bagi sekolah, maka pada prinsipnya anggaran pendidikan terus
mengalami kenaikan.

Pemerintah dewasa ini cenderung untuk terus menerus meningkatkan
anggaran pendidikan.Salah satu tujuannya adalah untuk mengimbangi beban
yang ditanggungn oleh orang tua murid. Karenanya, “peningkatan anggara
pemerintah untuk sektor pendidikan sesungguhnya bertujuan untuk
mengimbangi besarnya kontribusi keluarga agar minimal tidak terlalu timpang,
sehingga pemerintah yang selama ini sangat berperan dalam mengendalikan
sekolah secara moral cukup memiliki legitimasi dalam memainkan perannya”®

Jika saat ini pemerintah hanya menanggung sebagian kecil dari satuan
biaya pendidikan,maka setahap demi setahap jumlah tersebut perlu dinaikan,
tanpa harus mengurangi peran serta keluarga yang sudah cukup tinggi.
Memang tidak akan sanggup pemerintah menanggung semua biaya pendidikan

tanpa dibantu oleh masyarakat dan swasta.Untuk merealisasikan berbagai

%Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan dasar dan Menengah, Rujukan bagi Penetapan
Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Era Otonomi dan manajemen Berbasis Sekolah,
Bandung:PT.RemajaRosdakarya,Cet.V,2010,h.94
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kebutuhan dalam pendidikan Islam diperlukan pembiayaan yang cukup.
Padahal kenyataannya masih banyak berbagai biaya yang dikeluarkan oleh
orang tua murid dalam pendidikan anak-anaknya. Pemberian subsidi dari
pemerintah belum sanggup untuk menggratiskan pendidikan warga. Untuk
menutupi kekeurangan biaya tersebut bagaimana mengatasinya. Dalam
pembiayaan pendidika Islam bisa diperoleh dari berbagai sumber misalnya dari
(1) dana fi sabilillah, (2) dana dari siswa, (3) dana dari wakaf, (4) dana dari kas
negara, (5) dan dari hibah perorangan dan lainnya®'.

Hanya saja, ada sebagian dari masyarakat bahwa biaya seperti dari sumber
wakaf dan hibah yang sudah diwakafkan atau dihibahkan sekarang ini terdapat
komplein dari ahli warisnya yaitu mengambil kembali harta tersebut untuk
dijadikan sebagai hak pribadi, jadi kelihatannya dana dari sumber tersebut
menjadi kurang efektif.

Menyangkut kebiajakan pemerintah tentang pembiayaan pendidikan, maka
pemerintah wajib menjamin pembiayaan pendidikan sebagaimana pendapat
Ibnu Hazm dalam kitab Al- Ahkam fi Ushulil Ahkam mengatakan bahwa
“seorang imam atau kepala negara berkewajiban memenuhi sarana-sarana
pendidikan, sampai pada ungkapannya diwajibkan atas seorang imam untuk
menangani masalah itu dan menggaji orang-orang tertentu untuk mendidik
)

masyarakat

c. Peran Kementerian Agama

%' Abudin Nata, llmu Pendidikan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2009, h.197-205.
52 Ibnu Hazm, Al-Ahkamfi Ushulil Ahkam, Kairo:Al-Azhar, Darul Hadits,1984,h.114
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Setelah lahirnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam
hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Hampir seluruh
kewenangan pemerintahan yang sebelumnya (sebelum dinudangkannya UU
tersebut) bertada ditangan Pemerintah Pusat, kini dialihkan (dilimpahkan) ke
Pemerintah Daerah.Inilah yang kemudian dikenal dengan desentralisasi atau
otonomi daerah.

Dalam pasal 7 UU tersebut menyatakan bahwa kewenangan dearah
mencakup kewenangandalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Bidang
lain yang dimaksud meliputi; kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secara makro dan perimbangan keuangan,
sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya alam serta
teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Dari pasal tersebut hanya lima bidang itulah yang tidak berada dalam
wewenang pemerinta daerah. Artinya lima bidang tersebut tetap menjadi
wewenang pemerintah pusat. Urusan agama termasuk dalam lima bidang
yang wewenangnya tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Itulah
sebabnya ketika banyak departemen sibuk merestrukturisasi dan
merampingkan departemennya serta menyerahkan sebagian (besar)

pegawainya ke pemerintah daerah, departemen agama tidak melakukan hal itu.



98

Ada pertanyaan besar menyikapi hal ini, bagaimana dengan pendidikan
agama ?, apakah diatermasuk pendidikan (harus diserahkan ke pemerintah
daerah) ataukah termasuk dalam bidang agama (tetap menjadi wewenang
pemerintah pusat). Bagaimana peran Kementerian Agama dalam hal ini.

Dalam masalah ini, ada pendidikan agama yang diurus oleh Kementerian
Agama (Dirjen Pendidikan Islam)ada dua macam; (1) pendidikan agama
(sebagai mata pelajaran) yang diberikan di sekolah umum; dan (2) Pendidikan
agama dalam bentuk kelembagaan seperti madrasah.

Dalam hal pendidikan agama di sekolah umum yang dilakukan adalah
seperti menentukan isi kurikulum pendidikan agama, pengangkatan guru
agama (dulu pernah diserahkan pada Depdikbud/Depdiknas), pelatihan guru
agama. Penempatan guru agama dan penentuan jumlah jam pelajaran agama
disrahkan kepada Depdiknas. Dalam hal madrasah terutama madrasah negeri
wewenang Kementerian Agama adalah menetapkan kurikulum termasuk
alokasi waktunya, menyediakan gedung dan fasilitas belajar, menyediakan
dana operasional dan gaji pegawai, membina pegawai yang ada dimadrasah
tersebut, termasuk pembinaan kepala madrasah.

Menteri Agama pernah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri
dengan/ untuk merespon UU nomor 22 tahun 1999. Isi surat tersebut mengenai
penyerahan sebagian kewenangan yang ada pada Menteri Agama dalam bidang
pendidikan agama dan keagamaan kepada Pemerintah Daerah. Tanggapan atas
surat tersebut termasuk internal Depag sendiri beragam, ada yang ingin

penyerahan tersebut dalam rangka dekonsentrasi bukan desentralisasi, ada yang
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ingin adanya dinas perguruan agama Islam di tiap Kabupaten/ Kota dan
sebagainya. Tanggapan Pemda kabupaten/ Kota juga beragam; ada yang
menerima namun ada juga yang menolak.

Kondisi riil sampai saat ini ternyata madrasah yang selama ini dikelola
oleh Kementerian Agama masih tetap dan setia untuk dikelola dan dibina oleh
Kementerian Agama. Nasib Madrasah Sungguh merupakan nasib bagi
pendidikan Islam, dalam hal ini madrasah, karena memang sudah lama
menyimpan memori panjang kekurangan anggaran. Selama ini Negara lebih
memanjakan pembiayaan sekolah umum dari pada madrasah.Dalam pada itu
madrasah lebih banyak bersatus swasta dari pada negeri.Dalam konteks
sekolah negeri — swasta inilah belanja negara dialokasikan secara tidak
berimbang antara sekolah swasta dan negeri. Sekolah negeri jauh lebih besar
anggarannya, sementara sekolah swasta banting tulang menggali dana, sekedar
untuk operasional rutin, maka lengkaplah nestapa madrasah yang kebanyakan
swasta tersebut. Belum lagi dengan perubahan politik anggaran
pendidikan Islam di tingkat pemerintah pusat belum serta merta didukung
anggaran daerah secara simultan.

Sebagai contoh kebijakan anggaran APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota
tersandung oleh Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Moh. Ma’ruf nomor
903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman Penyusunan
APBD 2006 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2005, surat
tersebut “oleh sebagian Kepala Daerah diartikan sebagai larangan alokasi

APBD untuk pendidikan keagamaan. Karena bidang agama tidak mengalami
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desentralisasi. Sehingga anggaranya diambilkan dari belanja pemerintah pusat
di APBN, bukan dari APBD”®

Beragam tanggapan dari Kepala daerah tentang surat tersebut, ada Kepala
Daerah yang gelisah, karena satus sisi tak mau salah dalam mengalokasikan
anggaran, pada sisi yang lain tak mau berkonfrontasi dengan para tokoh agama
yang ada diberbagai daerah. Ada juga pimpinan daerah yang tidak
mempedulikan larangan surat edaran tersebut. Daerah yang tidak
mempedulikan surat edaran tersebut antara lain Bupati Pekalongan Jawa
Tengah, serta Gresik dan Banyuwangi Jawa Timur. Di Banyuwangi surat
Mendagri itu hanya sempat jadi pembicaraan singkat, tapi tidak mempengaruhi
anggaran”“.

Lima bulan setelah surat edaran Mendagri beredar , maka pada Pebruari
2006 Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri membuat surat
Klarifikasi “Dukungan Dana APBD” surat tersebut ditujukan kepada gubernur,
bupati, walikota serta ketua DPRD propinsi dan kabupaten dan kota
menegaskan.. bahwa sekolah yang dikelola masyarakat, termasuk yang
berbasis keagamaan seperti madrasah.. dapat didanai melalui APBD sepanjang
pendanaan yang bersumber dari APBN belum memadai”®
Berdasarkan surat ini seharusnya Pemerintah Daerah tetap memberikan

alokasi dana APBD yang seimbang kepada sekolah-sekolah negeri dan

sekolah-sekolah  yang  berbasis keagamaan sehingga tidak menimbulkan

% Asrori S. Karni, Etos Studi kaum Santri Wajah Baru Pendidikan Islam, Bandung: Mizan,
2009, h.65

* Ibid, h, 66

% Ibid, h,67
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keresahan dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di masing-
masing daerah.

Kemudian pada bulan Juni 2007 Mendagri ad interim Widodo AS (karena
Moh Ma’ruf saki) mengeluarkan Peraturan Mendagri nomor 30 tahun 2007
tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2008, peraturan ini menekankan
dilarangnya diskriminasi dalam alokasi anggaran. “Dalam mengalokasikan
belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian
pelayanan”®®

Dalam UU nomor 22 tahun 1999 (Pemerintahan Daerah) pada pasal 10
ayat 3, salah satu urusan pemerintahan yang tidak termasuk didesentralisasikan
ke daerah adalah urusan agama. Hal ini menimbulkan berbagai interpretasi
pemerintah daerah terhadap kedudukan Pendidikan Agama (madrasah), yang
penyelenggaraannya oleh Kementerian Agama.Padahal menurut UU nomor 20
tahun 2003 secara yuridis dinyatakan sebagai sub sistem pendidikan nasional.

Konsekwensinya adalah madrasah harus mengikuti satu ukuran yang
mengacu pada sekolah-sekolah pemerintah (negeri) dibawah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, pada hal kita tahu bahwa madrasah berada
dibawah kendali Kementerian Agama.Dengan demikian terjadi dualisme dalam
pembinaan pendidikan antara sekolah (madrasah) dibawah Kementerian
Agama dengan Sekolah dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

seperti yang telah diuraikan diatas.Dualisme semacam ini berimplikasi pada

% Ibid, h,68
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munculnya kebijakan-kebijakan daerah yang kurang menguntungkan sekolah
(madrasah) yang berada dibawah Kementerian Agama.

Implikasi lainnya adalah muncul anggapan dari pemerintah daerah bahwa
madrasah tidak menjadi bagian tugasnya karena belum diotonomikan,
sedangkan pemerintah pusat mengira jika kebutuhan madrasah juga telah
dicukupi oleh pemerintah daerah sebagaimana mengurus pendidikan (sekolah)
di daerah pada umumnya.Akhirnya nasib madrasah semakin kurang
diperhatikan terutama oleh pemerintah daerah.

7. Kepemimpinan

a. Pengertian

Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain guna
mencapai tujuan tertentu (Winandi, 2002:47; Hughes et al.,2002; Robbins,
2002:163; Yukl, 2005:8). Dalam kerangka bisnis seorang manajer adalah
seorang pemimpin manakala ia mampu mempengaruhi bawahan, rekan kerja
atau bahkan atasan mereka untuk mengarahkan usaha-usaha mereka guna
pencapaian tujuan organisasi.

Hampir sebagian besar pendefinisian kepemimpinan memiliki titik
kesamaan kata kunci yakni “suatu proses mempengaruhi”. Akan tetapi
ditemukan konseptualisasi kepemimpinan dalam banyak hal berbeda.
Perbedaan dalam hal “siapa yang menggunakan pengaruh, tujuan dari upaya
mempengaruhi, cara-cara menggunakan pengaruh tersebut”. Perbedaan

tersebut dapat diukur dari kualitas pribadi, tindakan administrasi, hubungan
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kerja, pemberian penghargaan, dan pemecahan masalah sebagai indikator dari
kepemimpinan.

Dalam bahasa inggris, kepemimpinan sering disebut leader dari akar kata
to lead dan kegiatannya disebut kepemimpinan atau leadership. Dalam kata
kerja to lead tersebut terkandung dalam beberapa makna yang saling
berhubungan erat yaitu, bergerak lebih cepat, berjalan ke depan, mengambil
langkah pertama, berbuat paling dulu, mempelopori, mengarahkan pikiran atau
pendapat orang lain, membimbing, menuntun menggerakkan orang lain lebih
awal, berjalan lebih depan, mengambil langkah pertama, berbuat paling dulu,
mempelopori suatu tindakan, mengarahkan pikiran atau pendapat, menuntun
dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.®’

Sedangkan menurut istilah kepemimpinan adalah proses mempengaruhi
aktivitas individu atau group untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam
situasi yang telah ditetapkan. Dalam mempengaruhi aktifitasnya individu
pemimpin menggunakan kekuasaan, kewenangan, pengaruh, sifat dan
karakteristik, dan tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan moral
kelompok.®®

Kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari manajemen.” Lebih
lanjut, Siagian, mengemukakan bahwa kepemimpinan memainkan peranan

yang dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk

%7 Imam Suprayogo. 1999. Revormulasi Visi Pendidikan Islam.Malang: Stain Press. cet. I,
h. 161

“Ibid, 161

% M. Nasution. 2005. Manajemen Mutu Terpadu. Jakarta : Ghalia Indonesia. h. 200.
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meningkatkan produktivitas kerja, baik pada tingkat individual, pada tingkat
kelompok, dan pada tingkat organisasi.”

Dirawat mendeskripsikan kepemimpinan adalah : Kemampuan dan
kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong,
mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar
ia menerima pengaruh untuk selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu
pencapaian sesuatu maksud dan tujuan.”’

Menurut George. R Terry leadership is relationship in which one person,
the leader, influences, others to work together willingly on related task to
attain that which the leader desires.”” Sementara menurut Stoner dalam
Handoko kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian
pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling
berhubungan tugasnya.”” Sedangkan menurut Miftah Thoha kepemimpinan
adalah aktivitas untuk mempengaruhi prilaku orang lain agar mereka mau
diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.”*

Lebih lanjut, guna lebih memahami makna dari kepemimpinan, berikut
dikemukakan beberapa teori mengenai pengertian dan definisi tentang

kepemimpinan:

P, Sondang Siagian. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta : Rineka
Cipta. h. 62.

"'"Dirawat dkk. 1983. Pengantar Kepemimpinan Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional. h.
23

"George R. Terry. 1977. principles of management. INC. Homewood, Irwin, Dorsey
Limited Georgetown, Ontario L7G 4B3. h 410.

"*Handoko, T. Hani. 1995. Manajemen. Yogyakarta: BPFE. h 294.

"Miftah, Thoha. 1995. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT: Raja Frafindo
Persada. h 117.
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1) Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke
arah tercapainya tujuan.”

2) Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-
sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai
sarana dalam rangka meyakinkan kepada yang dipimpinnya, agar mau
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, dan
penuh semangat.”®

3) Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang
berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok.”’

4) Kepemimpinan adalah tindakan atau tingkah laku individu dan kelompok
yang menyebabkan individu dan juga kelompok-kelompok itu untuk bergerak
maju, guna mencapai tujuan pendidikan yang semakin bisa diterima oleh
masing-masing pihak.”

9) Kepemimpinan adalah proses pemimpin menciptakan visi, mempengaruhi
sikap, perilaku, pendapat, nilai-nilai, norma dan sebagainya dari pengikut
untuk merealisir visi.”’

6) Leader are persons others want to follow. Leaders are the ones who
command the trust and loyalty of followers - the great persons who capture

the imagination and admiration of those with whom they deal,artinya bahwa

7 Stephen P. Robbins. 1996. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo. h. 18..

® M. Ngalim Purwanto. 1997. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya. h. 26.

7Jamer A. F. Stoner and A. Sindoro.1996.Manajemen. Jakarta: Prenhallindo. h.161

® A. Rahman Abor. 1994. Kepemimpinan Pendidikan Bagi Perbaikan dan Peningkatan
Pengajaran. Yogyakarta: Nur Cahaya. h. 32.

PWirawan. 2002. Kapita Selekta Teori Kepemimpinan: Pengantar untuk Praktek dan
Penelitian. Jakarta: Yayasan Bangun Indonesia & UHAMKA Press. h. 18.
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pemimpin merupakan seseorang yang diikuti. Pemimpin adalah seseorang
yang berkuasa atas kepercayaan dan kesetiaan pengikut, seseorang yang
mewujudkan imajinasi dengan kesepakatan bersama.*

Kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan
pembuatan keputusan.Ada juga yang mengartikan suatu inisiatif untuk
bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari
jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama.Dan menurut George R. Terry
merumuskan bahwa kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk mempengaruhi
orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi.®!

Dari beberapa definisi di atas tampak beberapa hal penting yaitu:
kepemimpinan dilihat sebagai serangkaian proses atau tindakan dan adanya
tujuan yang hendak dicapai bersama.

Dalam Islam, istilah kepemimpinan sering diidentikkan dengan istilah
khilafahi orangnya di sebut khalifah® serta Ulil Amri yang orangnya di sebut
Amir (pemegang kekuasaan).® Kata Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi
dalam masyarakat Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An

Nisaa’(4) ayat 59:

YWahjosumidjo.2007, Kepemimpinan Kepala — Sekolah  Tinjauan Teoritik  dan
Permasalahannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 39.

$'Miftah, Thoha. 2009. Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya.jakarta: PT Raja
Grafindo Persada. Ed. 1.h, 259.

$2Khalifah ialah seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dari yang memberi wewenang. Lihat, Abdul Hafidz Dasuqi 1993 (ed),
Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I. Semarang: PT. Citra Efthar. h. 87.

% Imam Suprayogo. Op. Cit. h. 162
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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya. (an-Nisaa’: 59)
Sementara dalam hadits Rasulullah SAW., istilah pemimpin dijumpai
dalam kata ra’in atau amir, seperti yang disebutkan dalam hadits yang

diriwayatkan Bukhari Muslim :
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“Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Nu'man dari Hammad bin Zaid
dari Ayyub dari Nafi' dari Abdullah bahwa Rasulullah bersabda: setiap
pemimpin dimintai pertanggung-jawaban atas apa yang dipimpin, setiap imam
dimintai pertanggung-jawabannya, setiap laki-laki menjadi pemelihara dalam
keluarganya (anak-anak, isteri dan lain-lain), dan bertanggungjawab terhadap
(baik-buruknya) pemeliharaannya itu, setiap wanita dimintai pertanggung-
jawabannya terhadap rumah suaminya dan persoalan di dalamnya, setiap
hamba bertanggung jawab atas harta tuannya dan setiap persoalan dimintai
pertanggung-jawaban" (HR. Bukhari).*

¥Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-
Bukhari.1410 H/1990 M. Sahih al-Bukhari, Juz. 3. Beirut Libanon: Dar al-Fikr. h. 273.
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Hadits diatas menjelaskan bahwa setiap manusia itu pemimpin mulai dari
dirinya, keluarga masyarakat dan sampai negara. Setiap pemimpin diminta
pertanggungjawaban, apakah ia telah menunaikan sebagai amanah ataukah
menyia-nyiakan dan melalaikan tanggung jawabnya.

Namun demikian, kepemimpinan sering diidentikan dengan otoritas,
wewenang, pengaruh dominasi, dan tentu saja materi.Wajar jika banyak orang
mengira kepemimpinan hanya dikitari dengan hal-hal yang menyenangkan.Dan
banyak orang berambisi meraih kepemimpinan, namun hanya sedikit orang
yang benar-benar menjalaninya dengan efektif.*

a. Pengertian Kepemimpinan Kepala Sekolah

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat
kompleks karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai
dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sedang
bersifat unik karena sekolah memiliki karakter tersendiri, dimana terjadi proses
belajar mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan manusia.
Karena sifatnya yang kompleks dan unik tersebut, sekolah sebagai organisasi
memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi.“Keberhasilan sekolah adalah
keberhasilan kepala sekolah.”*

Kepala sekolah atau sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah.
Pola kepemimpinannya akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan
terhadap kemajuan sekolah. Oleh karena itu, pada pendidikan modern,

kepemimpinan  kepala sekolah perlu mendapat perhatian secara

%Dwi Septiawati Djafar.2003, “Hakikat Kepemimpinan”, dalam Majalah Wanita Ummi,
edisi No. 2/XV Juni —Juli. h. 2.
8 Wahjosumidjo, op. cit, h. 349
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serius.Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada
kepemimpinan kepala sekolah. Karena dia sebagai pemimpin di lembaganya,
maka dia harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang
telah ditetapkan, dia harus mampu melihat adanya perubahan dan mampu
melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik.

Adapun istilah kepala sekolah berasal dari dua kata kepala dan
sekolah.Kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin.Sedangkan sekolah
diartikan sebuah lembaga yang didalamnya terdapat aktivitas belajar
mengajar.Sekolah juga merupakan lingkungan hidup sesudah rumah, di mana
anak tinggal beberapa jam, tempat tinggal anak yang pada umumnya pada
masa perkembangan, dan lembaga pendidikan dan tempat yang berfungsi
mempersiapkan anak untuk menghadapi hidup.®’

Dengan demikian, kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang
tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah
dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi
interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima
pelajaran.**Pengertian lainnya adalah kepala sekolah merupakan seorang
tenaga profesional atau guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu
sekolah dimana sekolah menjadi tempat interaksi antara guru yang memberi

pelajaran, siswa yang menerima pelajaran, orang tua sebagai harapan,

$7Vaitzal Rivai. 2004. Memimpin Dalam Abad ke-21. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
h. 253
$¥Wahjosumidjo, Op. Cit, h. 83
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pengguna lulusan sebagai penerima kepuasan dan masyarakat umum sebagai
kebanggaan.®

Kepala sekolah sebagai pemimpin di sebuah lembaga pendidikan, didalam
kepemimpinanya ada beberapa unsur yang saling berkaitan yaitu: unsur
manusia, unsur sarana, unsur tujuan. Untuk dapat memperlakukan ketiga unsur
tersebut secara seimbang seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan atau
kecakapan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan
kepemimpinan.Pengetahuan dan keterampilan ini dapat diperoleh dari
pengalaman belajar secara teori ataupun dari pengalaman di dalam praktek
selama menjadi kepala sekolah.

Kepala sekolah dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi
bagi para staf dan para siswa.“Kepala sekolah adalah mereka yang banyak
mengetahui tugas-tugas mereka dan mereka yang menentukan irama bagi
sekolah mereka”.”

Rumusan tersebut menunjukkan pentingnya peranan kepala sekolah dalam
menggerakkan kehidupan sekolah guna mecapai tujuan.Studi keberhasilan
kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah seseorang yang

menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah.”'Kepala sekolah yang berhasil

adalah kepala sekolah yang memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi

¥Ibrahim Bafaadal. 1992. Supervisi Pengajran,:Teori dan Aplikasi Dalam Membina
Profesional Guru. Jakarta: PT. Bumi Aksara. h. 62

“James M Lipham. 1985. The Principal Concepts, Competencies, and Cases. New York:
Longman Inc, h. 1.

'Wahjosumidjo, Op. Cit., h. 82.
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kompleks yang unik, serta mampu melaksanakan perannya dalam memimpin
sekolah. Adapun standar kompetensi kepala sekolah yaitu:’>
1) Kompetensi kepribadian, meliputi:
a) Berahlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi ahlak mulia, dan
menjadi teladan ahlak mulia bagi komunitas di sekolah.
b) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.
c) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengenbangan diri sebagai kepala
sekolah.
d) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
e) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai
kepala sekolah.
f) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
2) Kompetensi manajerial, meliputi:
a) Mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan
perencanaan.
b) Mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan.
b) Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia
secara optimal.
¢) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi
pembelajar yang efektif.
d) Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi

pembelajaran peserta didik.

“Ara Hidayat dkk.2010, Pengelolaan Pendidikan, Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam
Mengelola Sekolah dan Madrasah.Bandung: Pustaka Educa. h. 117-118.
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Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya
manusia secara optimal.

Mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan
secara optimal.

Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian
dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah.

Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru,
penempatan siswa, dan pengembangan kapasitas peserta didik.
Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar
sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.

Mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang
akuntabel, transparan, dan efisien.

Mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung kegiatan-kegiatan
sekolah.

Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan

pembelajaran dan kegiatan kesiswaan di sekolah.

m) Mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan

n)

0)

program dan pengambilan keputusan.
Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan
pembelajaran dan manajemen sekolah.
Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program
kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan

tindak lanjutnya.
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3) Kompetensi kewirausahaan, meliputi:

a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah.

b) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi
pembelajaran yang efektif.

¢) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsunya sebagai pemimpin sekolah.

d) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi
kendala yang dihadapi sekolah.

e) Memiliki naluri kewirausahaan dan mengelola kegiatan produksi atau
jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.

4) Kompetensi supervisi, meliputi:

a) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan
profesionalisme guru.

b) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan
pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.

¢) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka
peningkatan profesionalisme guru.

5)Kompetensi sosial, meliputi:
a) Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah.
b) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

¢) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.
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8. Mutu

a. Pengertian

Pengertian tentang manajemen mutu, banyak sekali para ahli yang
mengemukakannya yang tentunya disesuaikan dengan sudut pandang masing-
masing seperti halnya definisi-definisi lain.

Menurut Ishikawa, Total Quality Management (manajemen mutu )
diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari suatu perusahaan ke
dalam falsafah holistis yang dibangun berdasarkan konsep mutu , feam work,
produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan’. Definisi lainnya
menyatakan bahwa manajemen mutu  merupakan sistem manajemen yang
mengangkat mutu sebagai strategi usaha pada kepuasan pelanggan dengan
melibatkan seluruh anggota organisasi’".

Total quality Management (manajemen mutu ) merujuk pada penekanan
kulaitas yang meliputi organisasi keseluruhan, mulai dari distributor hingga
pelanggan. Manajemen mutu  menekankan komitmen manajemen untuk
mendapatkan arahan yang terus-menerus ingin dicapai keunggulan dalam
semua aspek produk dan jasa yang penting bagi pelanggan””.

Menurut Tjiptono, pengertian manajemen mutu dapat dibedakan menjadi
dua aspek. Aspek pertama menguraikan apa yang dimaksud dengan
manajemen mutu: suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba

memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas

SPawitra, T., 1993, Kepuasan Pelanggan Sebagai Keunggulan Daya Saing : Konsep,
Pengukuran,Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 6, No. 1, Maret 2004: 72 - 81

*Nasution, M. N. Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management). Ghalia
Indonesia, Bogor. 2005, h, 12

“Heizer Jay, Render Barry. 2005. Operations Management . Jakarta: Salemba Empat
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produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Kemudian aspek
kedua membahas bagaimana mencapainya®’,

Pembahasan mengenai manajemen mutu difokuskan pada pakar utama
yang merupakan pioner dalam mengembangkan manajemen mutu . Mereka
adalah W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, dan Philip B. Crosby’".

Menurut Fandy dan Anastasia mengemukakan bahwa manajemen mutu
ialah suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui
perbaikan terus menerus atas jasa, manusia, produk dan lingkungan®®. West-
Burnham menyatakan bahwa manajemen mutu adalah memaksimal semua
fungsi dari organisasi dalam falsafah holistis yang dibangun berdasarkan
konsep mutu, kerja tim, produktifitas dan prestasi serta kepuasan pelanggan”.
Ini menunjukan bahwa manajemen mutu merupakan suatu sistem
manajemen yang menyangkut mutu sebagai strategi usaha dan berorientasi
pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi.

Definisi yang lebih simple dikemukakan oleh Sallis bahwa manajemen
mutu adalah menciptakan budaya mutu dimana tujuan setiap anggota ingin
menyenangkan pelanggannya, dan dimana struktur organisasinya

100 Sementara Dale

mengizinkan untuk mereka berbuat seperti itu.
mendefinisikan manajemen mutu adalah kerja sama yang saling

menguntungkan dari semua orang dalam organisasi dan dikaitkan dengan

% Fandy Tjiptono dkk, Total Quality Management, Y ogyakarta: Andi Ofset, 2003, h. 4
97 11, »

Ibid.,
*Fandy. Op.Cit. h, 5
99West-Burnham, Managing Quality in School, London: Prentice Hall, 1997, h. 74
10ysaini Usman, Manajemen, h, 530
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proses bisnis untuk menghasilkan nilai produk dan pelayanan yang
melampaui kebutuhan dan harapan konsumen.'”'

1) Total: manajemen mutu merupakan strategi organisasional
menyeluruh yang melibatkan semua jenjang dan jajaran manajemen
dan karyawan, bukan hanya pengguna akhir dan pembeli eksternal
saja, tetapi juga pelanggan internal, pemasok, bahkan personalia
pendukung.

2) Mutu : manajemen mutu lebih menekankan pelayanan mutu , bukan
sekedar produk bebas cacat. Mutu didefinisikan oleh pelanggan,
ekspektasi pelanggan bersifat individual, tergantung pada latar
belakang sosial ekonomis dan karakteristik demografis.

3) Manajemen: manajemen mutu merupakan pendekatan manajemen,
bukan pendekatan teknis pengendalian mutu yang sempit.

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen mutu di atas, paling tidak
terdapat empat konsep dalam manajemen mutu , antara lain:

a)  quality

b)  kepuasan pelanggan

c)  perbaikan terus menerus

d)  menyeluruh di semua komponen organisasi

Secara umum mutu diartikan sebuah proses terstuktur untuk memper

2

baik keluaran yang dihasilkan.'”” Pada konteks pendidikan, pengertian

mutu mengacu pada masukan, proses, luaran dan dampaknya. Mutu masukan

'"'B.G. Dale, Managing Quality, New York: Printice Hall, 2993, h.
12 Jeromes A. Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu Prinsip-Prinsip Dan Tata
Langkah Langkah Penerapan, Terjemah Yosal Irinatala,(Yogyakarta; Pustaka Pelajar,2005), h 75
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dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan
sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha dan
siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material alat
peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah. Ketiga,
memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak,
seperti peraturan struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi.
Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi,
motivasi, ketekunan dan cita-cita.'®
Menurut Hensler dan Bruneel ada empat prinsip utama mutu, diantaranya:
a. Kepuasan Pelanggan

Dalam mutu pendidikan, konsep mengenai mutu dan pelanggan
diperluas. Mutu tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-
spesifikasi tertentu, tetapi mutu tersebut ditentukan oleh pelanggan.
Pendidikan hanya pelayanan jasa. Sekolah harus memberikan pelayanan jasa
sebaik- baiknya kepada pelanggannya. Pelanggan sekolah meliputi pelanggan
internal dan pelanggan eksternal sekolah. Pelanggan eksternal sekolah adalah
orang tua siswa, pemerintah dan masyarakat termasuk komite sekolah.
Pelanggan internal sekolah adalah siswa, guru dan staf tata usaha. Kebutuhan
pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk harga,
keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, aktifitasnya harus
dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Kualitas yang dihasilkan

suatu perusahaan sama dengan nilai yang diberikan dalam rangka

1% Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke
LembagaAkademik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.53.
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meningkatkan kualitas hidup pelanggan, semakin tinggi nilai yang
diberikan maka makin besar pula kepuasan pelanggan.
b. Respek Terhadap Setiap Orang

Dalam sekolah yang bermutu kelas dunia, setiap orang disekolah
dipandang memiliki potensi. Orang yang ada diorganisasi dipandang sebagai
sumber daya organisasi yang paling bernilai dan dipandang sebagai aset
organisasi. Oleh karena itu, setiap orang diperlakukan dengan baik dan
diberikan kesempatan untuk berprestasi, berkarier, dan berpartisipasi
dalam pengambilan keputusan.
c. Manajemen Berdasarkan Fakta

Sekolah kelas dunia berorientasi pada fakta, maksudnya setiap keputusan
selalu didasarkan pada fakta, bukan pada perasaan (feeling) atau ingatan
semata. Ada dua konsep yang berkaitan dengan hal ini: (1) prioritatisasi,
yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek
pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada.
Dengan menggunakan data, manajemen dan tim dalam organisasi dapat
memfokuskan usahanya pada situasi tertentu; (2) variasi atau variabilitas
kinerja manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai
variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi.
d. Perbaikan Terus Menerus

Agar dapat sukses setiap sekolah perlu melakukan proses sistematis
dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku

adalah langkah perencanaan, melaksanakan rencana, memeriksa hasil
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pelaksanaan rencana, dan melakukan tindakan korektif terhadap hasil
yang diperoleh.'*

Stakeholder sekolah itu terdiri dari tiga komponen utama. Pertama,
stakeholder primer, yakni siswa atau pihak-pihak yang menerima jasa
pendidikan secara langsung. Kedua, stakeholder sekunder, yakni pihak-pihak
yang berkepentingan terhadap mutu jasa pendidikan, antara lain orang
tua siswa, instansi atau penyandang dana/beasiswa, tenaga administratif
sekolah dan sebagainya. Ketiga stakeholder tersier, yakni pelanggan yang
tidak  terkait langsung dengan pelayanan jasa pendidikan, mereka
memanfaatkan hasil jasa layanan, antara lain masyarakat, dunia usaha dan
pemerintah.

Stakeholder sekolah juga dapat dibedakan atas status mereka sebagai
pengelola pendidikan atau bukan. Perspektif ini stakeholder jasa pendidikan
dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, stakeholder internal, yaitu
stakeholder jasa pendidikan yang bersifat cenderung permanen, yaitu
pengelola pendidikan.

Kedua, pelanggan eksternal, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan

terhadap jasa layanan sekolah, tetapi bersifat fentative, yaitu siswa reguler

dan non reguler, orang tua atau wali siswa, dunia usaha dan pemerintah.'®’

"% Husaini Usman, Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2008), Cet. 1, h. 535-536

105 gudarman Denim, Visi Baru Manajemen Sekolah Dari Unit Birokrasi Ke
Lembaga Akademik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 54
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b. Pengertian Guru

Guru adalah "salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan,
yang membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing".'”® Guru
sebagai salah satu komponen terpenting pada proses belajar mengajar
dan pada pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang
pembangunan. Bahkan seseorang dikatakan sebagai guru tidak hanya
cukup tahu” sesuatu materi yang akan diajarkan, kemudian mengajarkan
pada anak didiknya, akan tetapi guru tersebut mampu melatih beberapa
ketrampilan dan sikap mental anak didiknya (transfer of value) sekaligus
membangunnya.'"’

Tugas guru  bukanlah hal yang mudah, guru  harus
mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Guru harus dapat memuliakan
dan mendidik murid-muridnya dengan budi pekerti yang baik. Seperti dalam
Hadits:

Dari: Ibnu Abbas ra. Berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah
bersabda: “ Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan
budi pekerti yang baik". (HR. Ibnu Majah)'*®

Sesuai dengan hadits di atas, jelaslah bahwa urusan pendidikan ataupun
pengajaran adalah merupakan urusan dari seorang guru. Dalam hal ini
seorang guru yang mampu/berkompetenlah yang dapat melaksanakan

tugasnya sebagai seorang pendidik dan pengajar sekaligus penentu dari

1% Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Cet 1, h.166.
7 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), h. 136.
1% Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah,
(Beirut: Darul Fikr, 275 H), Juz II, h. 1211.
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keberhasilan proses belajar mengajar, sebaliknya proses belajar-mengajar
tidak akan berhasil dengan baik jika diserahkan pada orang yang tidak
berkompeten di bidangnya. Di sinilah arti pentingnya profesionalitas dari
seorang guru, terlebih-lebih urusan tersebut adalah urusan yang berhubungan
dengan profesi yang menyangkut orang banyak, dalam hal ini yaitu anak
didik selaku orang yang menerima jasa dari penerima profesi.

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan berfungsi membantu
karakteristik pribadinya ke arah yang positif. Proses pendidikan terarah
pada peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan, keterampilan,
pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam rangka pembentukan dan
pengembangan diri peserta didik.'” Peserta didik untuk mengembangkan
semua potensi, kecakapan, serta Di sisi lain Uzer Usman memberikan
pengertian spesifik tentang guru yaitu sebagai jabatan atau profesi yang
memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Dengan kata lain, pekerjaan ini
tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus
melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru.''

3. Mutu Guru

Pada format pengelolaan pendidikan yang sentralistik, sekolah menjadi
unit birokrasi dan tenaga pendidik (guru) sering diposisikan sebagai
karyawan birokrasi pemerintah. Sebaliknya pada format pengelolaan

pendidikan yang desentralisasikan, sekolah dikonsepkan sebagai unit

' Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya,, 2003), h. 4.

"% Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2001), Cet. 13, h. 5
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akademik dan tenaga pendidik (guru) merupakan tenaga profesional.
Supaya mempunyai lulusan peserta didik yang diharapkan maka sekolah
harus meningkatkan mutu guru.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada
masukan, proses, keluaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari
berbagai sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya
manusia seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua,
memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-
buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah. Ketiga, memenuhi atau
tidaknya kriteria masukan yang berupa alat lunak, seperti peraturan struktur
organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. Keempat, mutu masukan
yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan dan
cita-cita.'"!

Tenaga pendidik dikatakan bermutu berdasarkan Undang-Undang
Guru pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,
sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta  memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kompetensi  guru  sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi;
Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi social, dan
Kompetensi Profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10

ayat 1).

" Sudarwan Danim, Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan, (Yogjakarta: Pustaka
Pelajar, 2003), Cet. 1, h. 53
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Dalam Peraturan Pemerintah No.19/2005, pasal 28 ayat (3) menyebutkan
bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi; Kompetensi
paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan

kompetensi sosial.'?

Definisi  lain tentang kompetensi adalah
sebagaimana diungkapkan Richard J. Mirabile, yaitu: competency is
knowledge skill, ability or characteristic associated with high performance
an a job. Some definition of competency include motives, beliefs and
values.'

Kompetensi pedagogik, adalah kemampuan mengelola
pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,
rancangan dan pelaksanaan dan pembelajaran, evaluasi, hasil belajar, dan
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimiliki. kompetensi kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang
mantap stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik
dan berakhlak mulia. kompetensi profesional, adalah kemampuan
penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang
memungkinkanya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi
yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan dan kompetensi social,

adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama

"2 Kompilasi Kebijakan Pendidikan Nasional, Jawa Tengah: Pimpinan Wilayah
Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, 2006, h 33

'3 Richard J. Mirabile, “Everything Yau Wanted to Know Abuot Competency Modelling” ,
http:/www.umich.edu.1997, h. 73-77.
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pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik dan
masyarakat sekitar.

Kemudian dalam PP No 19 Tahun 2005 pasal 2 (1) bahwa:
“Standar Nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi
lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana,
pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan
secara berencana dan berkala”.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam SNP pasal 28 (1)
bahwa: “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi
sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Sedangkan
ayat (2) menjelaskan bahwa: “kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh
seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah  dan/atau  sertifikat
keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku”. Adapun pada ayat (3) menjelaskan bahwa: “kompetensi sebagai
agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta
pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial”.

Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 (1),
kompetensi guru ada 4, meliputi:

a. Kompetensi Pedagogik

Pedagogik adalah teori mendidik yang mempersoalkan apa dan bagaimana
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mendidik itu sebaik-baiknya''*. Sedangkan pendidikan menurut pengertian
Yunani adalah pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak yang membicarakan
masalah atau persoalan-persoalan dalam pendidikan dan kegiatan-kegiatan
mendidik, antara lain seperti tujuan pendidikan, alat pendidikan, cara
melaksanakan  pendidikan, anak didik, pendidik dan sebagainya.
Orang Romawi melihat  pendidikan sebagai educate, yaitu
mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi peserta didik'"”.
Oleh sebab itu pedagogik dipandang sebagai suatu proses atau aktifitas yang
bertujuan agar tingkah laku manusia mengalami perubahan''®.

Adapun pengertian kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam

pengelolaan peserta didik, meliputi''":

1) Pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan.

2) Guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik, sehingga dapat
didesain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan masing-masing peserta
didik.

3) Guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus baik dalam bentuk
dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar.

4) Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran
berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

5) Mampu melaksanakan pembelajaranyang mendidik dengan suasana
dialogis dan interaktif.

6) Mampu memanfaatkan tegnologi pembelajaran

7) Mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan
standar yang dipersyaratkan.
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"Edi Suardi, Pedagogik, Bandung: Angkasa OFFSET, 1979, h. 113

"Robiah, Pengertian dan Unsur Pendidikan, (http://robiah.blogmalhikdua.com.
Diakses pada tanggal 17 maret 2009). h, 6

"Dewi Gusti, Kompetensi Pedagogik,  (http:/dewigusti.blogspot.com. Diakses pada
tanggal 6 Maret 2009) , h, 19

"Saiful Sagala Op. Cit., h. 32
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Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu
berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu
memang benar orang-orang yang benar!”. (QS-Al Baqarah: 31)

Ayat diatas menerangkan pengevaluasian terhadap nabi Adam
tentang asma-asma yang diajarkan Allah kepadanya dihadapan malaikat''®.

Adapun kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru
khususnya guru PAIL meliputi:
a) Pemahaman Terhadap Peserta Didik

Pemahaman terhadap pesertadidik merupakan  salah satu
kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru'’’. Sedikitnya ada
empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu
1) Tingkat Kecerdasan

Kecerdasan seseorang terdiri dari beberapa tingkat yaitu : golongan
terendah adalah mereka yang IQ-nya antara 0-50 dan di katakan idiot.
Golongan kedua adalah mereka yang ber-IQ antara 50-70 yang dikenal
dengan golongan moron yaitu keterbatasan mental. Golongan ketiga yaitu
mereka yang ber-IQ antara 70-90 disebut sebagai anak lambat atau
bodoh. Golongan menengah merupakan bagian yang besar jumlahnya yaitu
golongan yang ber-IQ 90-110. Mereka bisa belajar secara normal. Sedangkan
yang ber IQ 140 ke atas disebut genius, mereka mampu belajar jauh lebih

cepat dari golongan lainnya'*’,

"8Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), h.186

"9E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Rosda Karya, 2009),
h. 79
"%1bid., h 81
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2) Kreativitas

Setiap orang memiliki perbedaan dalam kreativitas baik inter maupun intra
individu. Orang yang mampu menciptakan sesuatu yang baru disebut
dengan orang kreatif'?'.

Kreativitas erat hubungannya dengan intelegensi dan kepribadian. Seseorang
yang kreatif pada umumnya memiliki intelegensi yang cukup tinggi dan suka
hal-hal yang baru. Sedangkan seseorang yang tingkat intelegensinya rendah,
maka kreativitasnya kurang dan suka hal-hal yang biasa.

3) Cacat Fisik

Kondisi fisik berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, kemampuan
berbicara, pincang (kaki), lumpuh karena kerusakan otak'*’. Guru harus
memberikan layanan yang berbeda terhadap peserta didik yang memiliki
kelainan seperti diatas dalam rangka membantu perkembangan pribadi
mereka. Misalnya dalam hal jenis media yang digunakan, membantu dan
mengatur posisi duduk dan lain sebagainya.

4) Perkembangan Kognitif

Pertumbuhan dan perkembangan dapat diklasifikasikan atas kognitif,
psikologis dan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan
perubahan struktur dan fungsi karakteristik manusia'>>. Perubahan tersebut
terjadi dalam kemajuan yang mantap dan merupakan proses kematangan.
Perubahan ini merupakan hasil interaksi dari potensi bawaan dan lingkungan.

b) Perancangan Pembelajaran

2Ubid., h 85
121bid., h 94
21bid., h 95
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Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik
yang harus dimiliki guru yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran.
Dalam  pembelajaranterdapat  kegiatan memilih, menetapkan dan
mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang

diinginkan. hal ini mencakup tiga kegiatan yaitu:

1) Identifikasi Kebutuhan

Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan.
Identifikasi kebutuhan bertujuan untuk melibatkan dan memotivasi
peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari
kehidupan mereka dan mereka merasa memilikinya'?*.

2) Identifikasi Kompetensi

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik dan
berperan penting dalam menentukan arah pembelajaran. Kompetensi akan
memberikan petunjuk yang jelas terhadap materi yang harus dipelajari,
penetapan metode dan media pembelajaran serta penilaian'.

Oleh karena itu kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan,
ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir
dan bertindak (Thinking Skill)'?°.

3) Penyusunan Program Pembelajaran

Penyusunan program pembelajaranakan bermuarapada rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran jangka pendek,

12 Mulyasa, Op. Cit., h. 100
B1bid h 101
126Saiful Sagala, Op. Cit. h 23



129

yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan proses
pelaksanaan program.
c) Pelaksanaan Pembelajaran Yang Mendidik dan Dialogis

Dalam peraturan pemerintah tentang guru dijelaskan bahwa guru harus
memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan
dialogis'?’. Hal ini berarti bahwa, pelaksanaan pembelajaran harus berangkat
dari proses dialogis antar sesama subjek pembelajaran sehingga
melahirkan pemikiran kritis dan komunikatif.

Dalam pembelajaran tugas guru yang paling utama adalah
mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku
dan pembentukan kompetensi peserta didik.

d) Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran
Teknologi pembelajaran merupakan sarana pendukung untuk memudahkan
pencapaian tujuan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, memudahkan
penyajian data, informasi, materi pembelajaran dan variasi budaya. Oleh
karena itu, memasuki abad 21, sumber belajar dengan mudah dapat diakses
melalui  teknologi informasi, khususnya internet yang didukung oleh
komputer'?®.
Perubahan prinsip belajar berbasis komputer memberikan dampak
pada profesionalisme guru, sehingga harus menambah pemahaman dan
kompetensi baru untuk menfasilitasi pembelajaran. Dalam hal ini, guru

dituntut untuk memiliki kemampuan mengorganisir, menganalisis dan

2Ibid., h 32
' Mulyasa, Op. Cit., h. 107
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memilih informasi yang paling tepat berkaitan dengan pembentukan
kompetensi dan tujuan pembelajaran.
e) Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi atau penilaian memegang peranan penting dalam segala bentuk
pengajaran yang efektif. Berhasil tidaknya suatu pendidikan dalam mencapai
tujuannya dapat dilihat dari hasil evaluasinya'?.

Evaluasi dapat dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan

pembentukan kompetensi peserta didik yang dapat dilakukan dengan

beberapa cara, yaitu:

1) Penilaian Kelas

Penilaian kelas dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan hasil
belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan
balik, memperbaiki proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi
peserta didik serta menentukan kenaikan kelas. Penilaian kelas
dilakukan dengan ulangan harian dan ujian akhir'*.

2) Tes Kemampuan Dasar

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca,
menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki
program pembelajaran (program remedial). Tes ini dilakukan pada
3t

setiap tahun akhir kelas II

3) Penilaian Akhir Satuan Pendidikan Dan Sertifikasi

Ibid., h. 108
B di Suardi, Op. Cit., h. 34
BIE. Mulyasa, Op. Cit., h. 110
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Penilaian ini dilakukan setiap akhir semester dan tahun pelajaran
untuk mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai
ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu dan juga
untuk keperluan sertifikasi, kinerja dan hasil belajar yang dicantumkan
dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)"**.
4) Benchmarking
Merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan,
proses, dan hasil untuk mencapai keunggulan yang memuaskan.
Keunggulan ini dapat ditentukan ditingkat madrasah , daerah atau
nasional. Untuk dapat memperoleh data dan informasi tentang pencapaian
Benchmarking dapat diadakan penilaian secara nasional yang dilakukan
pada akhir satuan pendidikan.
5) Penilaian Program
Penilaian program ini dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional
dan Dinas Pendidikan secara continue dan berkesinambungan. Penilaian
ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar,
fungsi dan tujuan pendidikan nasional serta kesesuaiannya dengan
tuntutan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman.

f) Pengembangan Peserta Didik

Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai

cara antara lain'>’:

1) Kegiatan Ekstra Kurikuler

2 Edi Suardi. Op.Cit. h 35
B3 1bid., h 37
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Kegiatan ini sering disebut dengan eksku/ yang merupakan kegiatan yang
dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran (kurikulum)  untuk
menumbuhkembangkan  potensi sumber daya manusia (SDM) yang
dimiliki oleh peserta didik.

2) Pengayaan dan Remedial

Madrasah perlu memberikan perlakuan khusus terhadap peserta didik
yang mengalami kesulitan belajar dengan kegiatan remedial. Sedangkan
peserta didik yang cemerlang diberikan kesempatan untuk mempertahankan
kecepatan belajarnya melalui program pengayaan.

3) Bimbingan dan Konseling (BK)

Madrasah berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling kepada
peserta didik meliputi, pribadi, sosial, belajar dan karier. Selain guru
pembimbing, guru mata pelajaran yang memenuhi kriteria pelayanan
bimbingan dankarierdiperbolehkan menjadi guru pembimbing. Oleh karena
itu, guru mata pelajaran harus senantiasa berdiskusi dan berkoordinasi
dengan guru bimbingan dan konseling secara rutin dan berkesinambungan.
2. Peran Kompetensi Pedagogik Guru PAI Dalam Mengajar

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap
keberhasilan pembelajaran di madrasah . Guru sangat berperan dalam
membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya
secara optimal. Minat, bakat, kemampuan dan potensi-potensi  yang
dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa

bantuan guru.
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Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Ada beberapa tujuan dikeluarkannya UU No. 14 tahun
2005 1ini, yang dijelaskan dalam bagian penjelasannya, diantaranya:
meningkatkan martabat guru, meningkatkan kompetensi guru,dan
meningkatkan mutu pembelajaran'>*.

Peran kompetensi pedagogik Guru PAI dalam mengajar adalah sebagai
pengelola proses belajar mengajar PAI, bertindak selaku fasilitator yang
berusaha menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan tidak
membosankan'?’.

Apalagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kurang
mendapat perhatian dalam pemikiran peserta didik, mengembangkan bahan
pelajaran dengan baik dan meningkatkan kemampuan peserta didik
untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan
Islam yang harus mereka capai yaitu meningkatkan keimanan, pemahaman,
penghayatan dan pengamalan tentang agama Islam sehingga menjadi
manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta
berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam penggunaan metode
mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan karakteristik
guru dalam mengelola pembelajaran. Untuk itu, guru harus mampu

mengelola pembelajaran yang memberikan rangsangan kepada peserta didik

*UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003. h 52
5Qaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan, cet. I Bandung :
Alfabeta, 2012., h. 31
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sehingga ia mau belajar karena memang peserta didiklah subjek utama
dalam belajar. Guru yang mampu melaksanakan perannya sesuai
dengan tuntutan seperti yang disebutkan di atas yaitu sebagai seorang
guru yang memiliki kompetensi pedagogik'*°.

Oleh sebab itu peran kompetensi pedagogik guru dalam proses pendidikan
yang berkualitas tidaklah ringan. Apalagi dalam konteks pendidikan
Islam, dimana semua aspek pendidikan Islam terkait dengan nilai- nilai
(Value Bound), yang melihat guru bukan hanya pada penguasaan materi
tetapi juga pada investasi nilai-nilai moral dan spiritual.

Adapun ciri-ciri guru PAI yang memiliki kompetensi pedagogik

diantaranya adalah™’:

a. Memiliki wawasan keilmuan yang luas sehinga materi PAI dapat
ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan yang lain.

b. Memahami psikologi anak didik sehingga belajar PAI di
madrasah bagi anak didik bukan saja belajar tentang yang boleh dan
tidak boleh, tetapi mereka belajar adanya pilihan nilai yang sesuai
dengan perkembangan mereka.

c. Guru dalam mentransfer nilai tidak hanya diberikan dalam
bentuk ceramah, tetapi juga terkadang dalam bentuk membaca puisi,

bernyanyi, mendongeng dan bentuk lainnya, sehingga suasana belajar

Zeni  Haryanto, Menyikapi ~Kompetensi Pedagogik Guru Dalam  Rangka
Menciptakan Guru Profesional, (Http://Zeniharyanto.Blogspot.Com. Diakses pada tanggal 17
Maret 2009. h, 13

“"Hasbi Indra, Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Implementasi Kurikulum
standarNasional, (http://aksay.multiply.com. Di akses pada tanggal 14 maret 2009), h, 23
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tidak monoton dan terasa menyenangkan.

d. Guru tidak hanya menyampaikan istilah-istilah arab kepada anak
didik atau memiliki kemampuan Bahasa Arab, tetapi juga diperlukan
kemampuannya dalam Bahasa Inggris, sehingga kesan guru sebagai
kaum yang dimarginalisasi dan hanya bisa menyampaikan ini
halal dan ini haram berkurang.

e. Guru PAI hendaknya mengikuti perkembangan metode pembelajaran
mutakhir yaitumenggunakan media teknologi informasi dalam
pembelajarannya sehingga pembelajaran yang efisien dapat dicapai.

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 (3) butir a

dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola
pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi
yang dimilikinya.'*®

Menurut Slamet PH yang dikutip oleh Syaiful Sagala mengatakan

kompetensi pedagogik terdiri dari sub-kompetensi (1) berkontribusi dalam
pengembangan KTSP yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan; (2)
mengembangkan silabus mata pelajaran berdasarkan standar kompetensi (SK)
dan kompetensi dasar (KD); (3) melaksanakan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang telah dikembangkan; (4)

merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas; (5)

8 hitp:/fkpmu.unila.ac.id/wp-content/uploads/2010/09/pp-no-19-2005.pdf  diakses 21
Januari 2011
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melaksanakan pembelajaran  pro-perubahan (aktif, kreatif, inovatif,

eksperimentasi, efektif dan menyenangkan); (6) menilai hasil belajar peserta

didik secara otentik; (7) membimbing peserta didik dalam berbagai aspek,

misalnya: pelajaran, kepribadian, bakat, minat dan karir; dan (8)

mengembangkan profesionalisme sebagai guru.'*’

b. Kompetensi Profesional
Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 (3) butir ¢

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam
yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar
kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.'*’

Kompetensi profesional seorang guru sekurang-kurangnya harus
memiliki penguasaan diantaranya:

1) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi
program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata
pelajaran yang akan diampu, dan

2) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan,
yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan
pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang

1

. 14
akan diampu.

c. Kompetensi Kepribadian

9 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung:

Alfabeta, 2009), Cet. 1, h. 31-32

10°E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi., h. 135
1PP-no-47tahun2008,”’kompetensiguru’’
Http.//Sitimasruroh.Blogspot. Com/2009/1 I/Kompetensi-Guru. Html diakses 2 Maret 2011
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Istilah kepribadian digunakan dalam disiplin ilmu psikologi yang
mempunyai pengertian sebagai “sifat hakiki yang tercermin pada sikap
seseorang”. Kata kepribadian diambil dari terjemahan kata yang berasal dari
bahasa inggris, yaitu kata personality, yang mempunyai pengertian
sebagai sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan
orang lain (Kartini Kartono dan Dali Gulo: 1987).'*?

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 (3) butir b,
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah
kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

Kompetensi  kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap
pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. Kompetensi
kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam
membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan
sumber daya manusia serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan
negara, dan bangsa pada umumnya.'®
d. Kompetensi Sosial

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d,
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah

kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik,

42 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif Memberdayakan dan Mengubah Jalan
Hidup Siswa, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cet. 2, h. 36
13 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi, h. 117
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tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat
sekitar.'**

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa standar kompetensi
tenaga pendidik (guru) adalah suatu ukuran yang ditetapkan
atau dipersyaratkan dalam  bentuk penguasaan pengetahuan dan
berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional
sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan supaya mutu guru
dapat diketahui.

Standar kompetensi tenaga pendidik (guru) bertujuan untuk memperoleh
acuan baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan
kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

1) Manajemen Mutu dalam Bidang Pendidikan
Konsep manajemen mutu  pada mulanya diterapkan dalam konteks
industri perdagangan. Apakah hal ini dapat diterapkan dalam dunia
pendidikan? Edwar Sallis mencoba menjawab pertanyaan tersebut dalam
bukunya “Total Quality Management in Education”, bahwa mungkin saja
terminology dalam dunia industri dan perdagangan tidak begitu tepat bila
digunakan dalam kontek pendidikan, tetapi ia menyarankan: “don’t throw the

baby out with the bath water”.'*®

Manajemen mutu merupakan suatu “approach”, metode atau teknik dan
juga merupakan suatu filosofi untuk mencapai perbaikan secara terus menerus.

Manajemen mutu  dapat memberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan

144 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasih. 173
"SEdwar Sallis, Total Quality Management in Education, h. 14
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seperangkat alat yang praktis untuk dipergunakan dalam memenuhi dan
melampaui kebutuhan, keinginan serta harapan cutomers, baik pada masa
sekarang maupun pada masa mendatang.

Perbedaan yang sangat mendasar antara dunia industri dengan dunia
pendidikan adalah masalah output yang dihasilkan, industri menghasilkan
produk sementara pendidikan memberikan pelayanan “service”. “Product”
dengan “service” adalah dua hal yang berbeda, oleh karena itu karaktersitik
antara ‘“service” dengan karaktersitik produk yang berbentuk fisik juga
berbeda.

Service, layanan atau jasa yang merupakan kegiatan utama pendidikan,
terwujud dalam kontak langsung antara orang dengan orang, antara yang
melayani dengan yang dilayani, keduanya tidak dapat dipisahkan. Tidak ada
konsistensi absolut dan keseragaman dalam pelayanan jasa. Konsistensi itu
hanya ada dalam arti yang relatif. Di samping itu, waktu merupakan elemen
yang sangat penting dalam “service”. Kegiatan “inspeksi” pada hakikatnya
merupakan kegiatan yang sudah terlambat, karena yang terlanjur salah, sudah
tidak dapat dikoreksi. Pada produk yang bersifat fisik, hal itu masih mungkin
dilakukan perbaikan walaupun memerlukan biaya tambahan, sementara dalam
“service” tidak bisa, sangat sukar meyakinkan kembali para “customer” yang
sudah kecewa dengan pelayanan yang diberikan bahwa pelayanan yang akan
datang akan lebih baik. Konsep manajemen mutu adalah “it should be right
first time every time”.

¢. Manajemen Mutu Dalam Ajaran Islam
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Agama Islam memiliki ajaran yang universal dan konprehensif mencakup
seluruh aspek kehidupan manusia yang berfungsi memberikan jalan dan
petunjuk bagi mereka untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat
(sa’adah fid dunya was a’adah fil akhirat). Sejarah telah mencatatkan bahwa
banyak sekali konsep-konsep yang bermunculan di alam ini yang lahir dari
tokoh-tokoh muslim yang senantiasa bermujahadah berdasarkan landasan
filosofis yang terdapat dalam sumber pokok Islam al-Qur’an dan sunnah pada
zaman keemasan Islam tempoe doeloe.

Mengenai manajemen mutu , penulis melihat bahwa dalam Islam terdapat
ajaran yang dapat dijadikan landasan untuk muncul konsep-konsep manajemen
mutu , seperti firman Allah yang telah dikemukakan di awal makalah ini dalam

Surat al-baqorah ayat 208, berbunyi:
LS L) gl
Artinya: Masuklah kamu kedalam Islam secara kaffah '*°
Dalam ayat tersebut terdapat dua konsep yang berkaitan dengan
manajemen mutu , pertama lafadz « 2l dan lafadz “ 48S“ Kata “silm”,
selama ini kita artikan “Islam ” dalam kontek agama, namun sebenarnya dapat
diartikan lebih luas lagi meliputi “kesejahteraan, keselamatan, kemakmuran,

mutu ” dan seterusnya yang mengarahkan kepada sebuah kebaikan tingkat

tinggi. Dan kata “kaffah”, sudah jelas memiliki arti fotal dan totalitas.

“Departemen Agama RI. Al-qur’an dan terjemahnya. Proyek pengadaan Kitab Suci.
Jakarta. 1985
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Terjemahan yang lebih luas dari ayat tersebut “berbuatlah dan bertindaklah
kamu untuk meraih kebaikan dan kesejahteraan secara menyeluruh”.
Berdasarkan itu, jelas bahwa firman Allah tersebut menganjurkan dan
mengarahkan umat Islam untuk berbuat secara total dalam rangka mencapai
kebaikan dan mutu terbaik sebagai seorang hamba Allah dan sebagai
khalifah di dunia ini. Dan ini sangat sejalan dengan konsep manajemen mutu
serta prinsif-prinsif yang ada di dalamnya, terutama masalah mutu dan
totalitas.
Selanjutnya juga terdapat sabda Rasulullah saw. Yang berbunyi:
(sl tarla (Al 4 Ay dde A (sl B p () O
dala Gl olg) . il Gaall e Al ) Gaal 5 i (g sl
147 {
(2aa) g alsa g
Artinya: Dari Abi Hurairah ra., menyampaikan kepadanya Nabi
Muhammad saw.: seorang mu min yang kuat jauh lebih baik dan lebih
disukai Allah daripada seorang mu'min yang lemah.... (HR. Ibn Majah,
Muslim dan Ahmad).
Hadits ini memberikan sebuah petunjuk kepada umat Islam agar menjadi

seorang Mukmin yang memiliki berbagai kekuatan, baik dari segi ekonomi,
intelektual, keyakinan, kebudayaan, produktifitas dan ilmu pengetahuan. Hal
ini sejalan dengan manajemen mutu dalam hal mutu .

Terakhir, kita temukan dalam sebuah atsar (perkataan para sahabat Rasul
saw.) yang berbunyi sebagai berikut:
i dagy OIS a9 gl 5gR el e 1 dagy OIS (e

Gsde 5gd dual Ga 104 dag OIS (g Qs gD Al
148(‘#_%&‘)

"Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar el
Fikr, 2008, Jilid II, h. 555
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Artinya: Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia
adalah orang beruntung, barang siapa yang hari ininya sama dengan hari
kemaren, maka ia adalah orang yang merugi, dan barang siapa yang hari
ininya lebih jelek dari hari kemaren, maka ia adalah orang terlaknat
(alhadits).

Isyarat yang terdapat dalam hadits tersebut di atas adalah bahwa manusia
harus senantiasa meningkatkan mutu pribadi dan kehidupannya secara terus
menerus dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Ini merupakan proses
yang berkelanjutan dalam rangka pencapaian mutu yang diharapkan. Dan itu
merupakan salah satu konsep dalam manajemen mutu .

Berdasarkan kepada uraian tersebut, dalam hemat penulis jelas sekali
bahwa Islam telah memberikan landasan-landasan filosofis yang sesuai
dengan konsep-konsep manajemen mutu sekarang ini, namun karena konsep
tersebut muncul dan lahir dari pemikir-pemikir dunia Barat, maka tidak
terlihat unsur Islam di dalamnya. Andai saja ahli manajemen muslim Timur
Tengah yang melahirkan konsep tersebut, mungkin namanya bukan
manajemen mutu , tetapi TNS (Tandzimu Nau'iyati Syumuliyah) wallahu
a'lam bish-shawab .

9. Kinerja Guru
a. Pengertian
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja berarti sesuatu yang
dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja'* Lembaga

Administrsi Negara merumuskan kinerja merupakan terjemahan bebas dari

'*8Fadhailul A'mal, dalam buku Agidah Akhlak, untuk Madrasah Aliyah Kelas XI
149 Besar Bahasa Indonesia Depdikbud 1990
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istilah performance yang artinya adalah prestasi kerja atau pelaksanaan kerja
atau pencapaian kerja atau hasil kerja'*".

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance
(prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh
seseorang).'”'Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa kinerja adalah
sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok
dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai
tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.'”? Stone, stated in his
management bode that implementation is functions of motivation, competence
and rule perception, Stone, dalam bukunya Management mengemukakan
bahwa kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan dan persepsi peranan).'>®

Anwar Prabu Mangku Negara mendefinisikan kinerja (prestasi kerja)
adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang
diberikannya.'**Kinerja adalah perbuatan seseorang dalam mengemban tugas
dan wewenang yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya yang disertai
dengan kemampuan dan keahlian profesi.

Menurut Sulistiyani dan Rosidah, kinerja adalah hasil kerja yang secara

berkualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

'L embaga Administrasi Negara. Kinerja Aparat Pemerintah. (Jakarta: LAN ). 1992.h.12

"' A. A. Anwar Prabu Mangku Negara, Managemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,
Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000, h. 67

"*Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja, Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2008, h. 121.

"Ibid, h. 123.

134 Anwar Prabu Mangku Negara, op. cit, h. 67.
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kepadanya.Sulistiyani dan Rosidah menyatakan kinerja seseorang merupakan
kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari
hasil kerjanya.'>

Andrew F. Sikula dalam Hasibuan penilaian kinerja adalah evaluasi yang
sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh guru dan ditujukan
untuk pengembangan.'*®Dale Yoder dalam Hasibuan mendefinisikan penilaian
kinerja sebagai prosedur yang formal dilakukan di dalam organisasi untuk
mengevaluasi pegawai dan sumbangan serta kepentingan bagi pegawai.'>’

Sedangkan menurut Siswanto penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang
dilakukan manajemen atau penyelia. Penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja
dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian deskripsi
pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir tahun.'”® Secara
psikologis, kinerja merupakan prilaku atau respons yang memberi hasil yang
mengacu kepada apa yang dikerjakan ketika menghadapi suatu tugas
(performance).'*’Kinerja merupakan penilaian berdasarkan hasil pengamatan
penilai terhadap aktivitas peserta didik sebagaimana yang terjadi.'®

Berdasarkan pengertian tentang kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa

kinerja adalah hasil atau suatu taraf kesuksesan yang dicapai seseorang dalam

155 Rosidah dan Sulistiyani, Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: PT. Grafindo
Persaada 2003, h. 223.

**Hasibuan. H. Malayu. S.p. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi
Aksara. 2005, h 87

""Hasibuan. H. Malayu. S.p. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi
Aksara. 2005, h. 90

¥ Siswanto Sastrohadiwiryo. B. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan

Administratif dan Operasional. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003 h 231

5% Martinis Yamin & Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, Jakarta:Tim GP Press, 2010,
h.87

10 Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, Jakarta :
Bumi Aksara, 2009, cet VI, h. 95
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bidang pekerjaannya menurut kriteria tertentu dan dievaluasi oleh orang-orang
tertentu terutama atasan pegawai yang bersangkutan.'®'Kinerja sebagai tingkat
pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang dengan menggunakan
kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk
mencapai tujuan organisasi.Kinerja juga merupakan prestasi yang dicapai oleh
seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya selama periode
tertentu sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan
tersebut.Sebagaimana pengertian kinerja sebagai hasil pelaksanaan suatu
pekerjaan. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa kinerja
merupakan suatu perbuatan atau perilaku seseorang yang secara langsung
maupun tidak langsung dapat diamati oleh orang lain. Berpijak dari pengertian-
pengertian kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja guru
merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab diberikannya.
Sementara guru adalah ‘“seorang yang mempunyai gagasan yang harus
diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menunjang hubungan
sebaik-baiknya dengan anak didik, sehingga ~menjunjung tinggi,
mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama,
kebudayaan dan keilmuan”.'®” Guru merupakan orang yang bekerja pada
bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam

membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing sesuai dengan

'“"Dalam konteks ini, guru dievaluasi oleh Kepala sekolah dan Pengawas.
12 Syafruddin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum,
Jakarta: Ciputat Press,2003, h. 8.
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' Guru merupakan komponen manusiawi dalam proses belajar

potensi dirinya.
mengajar yang sangat berperan dalam mengantarkan siswa-siswanya pada
tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Gurulah yang memikul tanggung
jawab atas keberhasilan dan kegagalan program pengajaran. Oleh karena itu,
mengajar adalah pekerjaan profesional karena menggunakan teknik dan
prosedur yang berpijak pada landasan intelektual yang harus dipelajari secara
sengaja, terencana dan kemudian dipergunakan demi kemaslahatan orang lain.

Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan
tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran
dan pelaksanaan program pembelajaran serta evaluasi  program
pembelajaran.Kinerja guru yang dicapai harus berdasarkan standar kemampuan
profesional selama melaksanakan kewajiban sebagai guru sekolah. Berkaitan
dengan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terdapat
Tugas Keprofesionalan Guru menurut Undang-undang Republik Indonesia No
14 Tahun 2005 pasal 20 (a) tentang guru dan dosen yaitu merencanakan
pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai
dan mengevaluasi hasil pembelajaran.'®*

Sementara menurut Nana Sudjana, kinerja guru terlihat dari
keberhasilannya didalam meningkatkan proses dan hasil belajar, yang meliputi:

a)  Merencanakan program belajar mengajar.

b)  Melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar

' H. Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas Sebagai Lembaga
Pendidikan, Jakarta: Gunung Agung, 1985, h. 123.

164 Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005. pasal 20 tentang Guru dan
Dosen
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c)  Manilai kemajuan proses belajar mengajar

d)  Menguasai bahan pelajaran.'®

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, kinerja guru dapat dilihat dari

kegiatan mengajar yang dilaksanakan melalui prosedur yang tepat, yaitu

dengan'®:

a)

b)

Membuat persiapan mengajar, berupa menyusun persiapan tertulis,
mempelajari pengetahuan yang akan diberikan atau ketrampilan yang
akan dipraktekkan di kelas, menyiapkan media, dan alat-alat pengajaran
yang lain, menyusun alat evaluasi.

Melaksanakan pengajaran dikelas, berupa membuka dan menutup,
memberikan penjelasan, memberikan peragaan, mengoperasikan alat-
alat pelajaran serta alat Bantu yang lain, mengajukan pertanyaan,
memberikan jawaban melakukan program remedial.

Melakukan pengukuran hasil belajar, berupa pelaksanaan kuis
(pertanyaan singkat), melaksanakan tes tertulis, mengoreksi,

memberikan skor, menentukan nilai akhir.

Menurut Syafrudin Nurdin, menjelaskan bahwa kinerja guru itu terlihat

dari aktifitas yang dilakukan dalam mempersiapkan pengajaran dikelas, yang

167,

meliputi ~:

a) Mengidentifikasi secara cermat pokok bahasan atau sub pokok bahasan

yang telah digariskan dalam kurikulum.

165 Nana Sudjana, op. cit,, h. 19.
1% Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h. 243,
197 Syafruddin dan Basyiruddin Usman, op. cit, h. 90 —91.
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b) Menentukan kelas atau semester dan alokasi waktu yang akan

digunakan.

¢) Merumuskan tujuan intruksional umum.

d) Merumuskan tujuan intruksional khusus.

e) Merinci materi pelajaran yang didasarkan kepada bahan pengajaran dan

GBPP dan TIK yang hendak dicapai.

f) Merencanakan kegiatan belajar mengajar secara cermat, jelas dan tegas,

sistematis, logis sesuai dengan TIK dan materi pelajaran.

g) Mempersiapkan dan melakukan variasi dan kebutuhan siswa lainya.

h) Memilih alat peraga, sumber bahan dari buku dan masyarakat.

1) Merancang secara teliti prosedur penilaian dan evaluasi.

J) Menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami dan sesuai dengan

EYD.

k) Menyusun satuan pelajaran.

Adapun menurut Suryosubroto bahwa kinerja guru dapat dilihat dari tugas
yang dilakukan berkenaan dengan pembelajaran atau proses belajar mengajar
yang tercakup dalam 10 kompetensi guru, yaitu'®:

a) Menguasai bahan pelajaran

b) Mengelola program belajar mengajar
¢) Mengelola kelas

d) Menggunakan media atau sumber

e) Menggunakan Indasan-landasan pendidikan

18 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 4-
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f) Mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar

g) Menilai prestasi siswa

h) Mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah

1) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah

j)  Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan

guna keperluan pengajaran.

Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan di
sekolah. Agar proses pengajaran berjalan dengan lancar salah satunya dengan
menggunakan prosedur yang tepat dalam mengajar. Sehubungan fungsinya
sebagai “pengajar, pendidik, dan pembimbing”, maka diperlukan adanya
berbagai peranan pada diri guru. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adams
dan Decey dalam Uzer Usman peranan guru antara lain; guru sebagai pengajar,
pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor,
perencana, supervisor, motivator, dan konselor.'”” Yang akan dikemukakan
disini adalah peranan yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan
sebagai berikut:

1) Guru Sebagai Demonstrator, guru hendaknya menguasai bahan atau
materi pelajaran yang akan diajarkannya serta senantiasa
mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam
hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan sangat menentukan hasil

belajar yang dicapai oleh siswa.

"Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional. Bandung, PT: Remaja Rosdakarya,
1998, cet. 9. h,. 10-11
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2) Guru Sebagai Pengelola Kelas, sedangkan tujuan khususnya adalah
mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat
belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa
bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil
yang diharapkan

3) Guru Sebagai Mediator dan Fasilitator, Sebagai mediator guru
hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup
tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat
komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar.

4) Guru Sebagai Evaluator. dalam kegiatan proses belajar mengajar guru
hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Jadi, jelaslah bahwa
guru hendaknya mampu dan terampil melaksanakan penilaian karena,
dengan penilaian guru dapat mengetahui prestasi yang dicapai oleh
siswa setelah ia melaksanakan proses belajar mengajar.

Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Guru Nomor 74 tahun 2008 Pasal 1
menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.'”

Pada umumnya para ahli memberikan batasan mengenai kinerja
disesuaikan dengan pandangannya masing-masing.Menurut Simamora

menegaskan bahwa kinerja yang diistilahkannya sebagai karya adalah hasil

170 peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008, dalam Kompilasi Buku Pedoman Sertifikasi
Guru Dalam jabatan Tahun 2009,



151

pelaksanaan su/atu pekerjaan, baik bersifat fisik/material maupun non
fisik/nonmaterial'”'. Hal senada dikemukakan oleh Anwar bahwa kinerja sama
dengan performance yang esensinya adalah berapa besar dan berapa jauh
tugas-tugas yang telah dijabarkan telah dapat diwujudkan atau dilaksanakan
yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang menggambarkan
pola perilaku sebagai aktualisasi dari kompetensi yang dimiliki'’>. Hal yang
hampir senada dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara mengemukakan
pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai
oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggungjawab yang diberikannya'”.

Dalam kajian yang berkenaan dengan profesi guru, Anwar memberikan
pengertian kinerja sebagai seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan oleh
seorang guru pada waktu memberikan pelajaran kepada siswanya. Kinerja guru
dapat dilihat saat dia melaksanakan interaksi belajar mengajar di kelas
termasuk persiapannyabaik daam bebtuk program semester maupun persiapan
mengajar' .

Bersadarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja seseorang
tergantung pada: (1) faktor individu yang bersangkutan yaitu menyangkut
kemampuan, kecakapan, motivasi, dan komitmen yang bersangkutan pada

organisasi, (2)faktor kepemimpinan yaitu menyangkut dukungan dan

""'Simamora. 1997. Supervisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.h.235

"Mangkunegoro, A.P.A.A.1986.Meningkatkan ~Prestasi Kerja. Jakarta: Bumi
Aksara..h.86

"Mangkunegoro,A.P.A.A.2000.Perencanaan  dan  Pengembangan Sumber daya
Manusia.Bandung: PT Refika Aditama.h.67

"7 Ibid
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bimbingan yang diberikan serta kualitas dukungan itu sendiri (3) faktor tim

atau kelompok yaitu menyangkut kualitas dukungan yang diberikan oleh tim

(partner/teman kerja), (4) faktor sistem yaitu menyangkut sistem kerja dan

fasilitas yang diberikan oleh organisasi, dan (5) faktor situasional yaitu

menyangkut lingkungan dari dalam dan dari luar serta perubahan-perubahan

yang terjadi.

Sedangkan Agus Sudarma dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah

mengatakan hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-

hal sebagai berikut:

1))

2)

3)

175

Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran
kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan
kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.

Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran
kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan” yaitu
seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran
Ketepatan waktu, yaitu sesuai denganwaktu yang direncanakan.
Pengukuran  ketepatan  waktu merupakan jenis  khusus dari
pengukurankuantitatif yang menentuan ketepatan waktu penyelesaian

suatu kegiatan.

10. Pengaruh Kepemimpinan dan Kinerja Guru

Kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja guru. Keberhasilan atau

efektivitas kepemimpinan seseorang tidak saja diukur bagaimana

175 Sudarma, Agus. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung. Andika.h.355
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memberdayakan bawahannya, akan tetapi juga kemampuannya menjalankan
kebijakan perusahaan melalui cara atau gaya kepemimpinannya sehingga dapat
meningkatkan kinerja guru. Kinerja guru merupakan perwujudan kerja yang
dilakukan oleh guru yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap
guru atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah menuju
tercapainya tujuan organisasi (Hughes ef al., 2002; Yukl, 2005:7). Prananta
(2008) memberi bukti empiris bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan
terhadap kinerja guru. Dengan demikian kepemimpinan berpengaruh signifikan

terhadap Kinerja Guru.

11. Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja

Guru akan termotivasi dalam bekerja apabila ada kaitan langsung antara
tujuan dari pekerjaan (task goal) yang akan dicapai dengan sistem imbalan
material dan non material (reward), yang akan mendorong perilaku bekerja
guru(work behavior) untuk berprestasi tinggi karena kebutuhan dan harapan
guru dapat terpuaskan (Herbert dalam Mahmudah, 2007; Laily, 2008).

Hasil penelitianLaily (2008) menemukan bahwa kepuasan kerja secara
langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru tingkat manajerial.
Kepuasan kerja guru merupakan salah satu aspek penting yang harus
diperhatikan dalam usaha meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
suatu organisasi.Apabila kepuasan kerja para guru tingkat manajerial sudah

terpenuhi, mereka akan cenderung memiliki motivasi yang tinggi dalam
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bekerja yang akan meningkatkan produktivitasnya. Demikian kepuasan Kerja
berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Kerja.
12. Pengaruh Motivasi Kerja dan Kinerja Guru
Motivasi kerja adalah faktor yang sangat penting dalam peningkatan
kinerja guru. Kinerja guru merupakan hasil perkalian atau fungsi dari motivasi
kerja. Guru yang termotivasi dalam bekerja akan mampu mencapai kinerja
yang optimal. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk tercapainya
tujuan organisasi (Mangkunegara, 2004:61; Mahmudah, 2007; Laily, 2008).
Hasil penelitian Sutadji (2008) yang membuktikan bahwa motivasi kerja
berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Setiap guru mempunyai
kebutuhan bersifat material dan non material yang selalu meningkatkan
intensitasnya dan mendorong/ mengarahkan kinerja.Motivasi merupakan
predisposisi psikis bagi perilaku, yakni manusia berperilaku adalah tergantung
pada motivasinya.Namun hasil penelitian yang dilakukan Prananta (2008)
membuktikan bahwa motivasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja
guru. Secara tidak langsung melalui variabel perilaku kerja, motivasi
berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru.
6. Arah Kebijakan Kementrian Agama terhadapat pendidikatan MTs
Sederajat.
a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar
12 tahun) yang meliputi:
a) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan

pendidikan.
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Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang
berkualitas.

Meningkatkan mutu peserta didik.

Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan.
Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya.

Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

b. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan

meliputi:

a)
b)

c)

d)

Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan.

Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan.
Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan
tinggi keagamaan.

Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan

tinggi keagamaan.

Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:

a)
b)
©)
d)

Peningkatan akses pendidikan keagamaan.

Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan.
Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan.
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
keagamaan.

Peningkatan  penjaminan mutu kelembagaan  pendidikan

keagamaan.
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Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada

pendidikan keagamaan.

b. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum

untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak

mulia dan budi pekerti luhur meliputi:

a)
b)

¢)

Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama.
Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan
agama.

Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama.

c. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:

a)

b)

d)

Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam
mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang
dan jalur pendidikan;

Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan
jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan
dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria
pembangunan pendidikan yang inovatif;

Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi
dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan
bermutu;

Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan

kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
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e) Peningkatan komitmen pengembil kebijakan dalam penyediaan
data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan
informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;

f) Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan
sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan
pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

g) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan
secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara
transparan dan akuntabel; dan

h) Peningkatan  partisipasi  seluruh  pemangku  kepentingan
pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan
pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan
untuk pelayanan pendidikan.

d. Bentuk kegiatan yang telah dituangkan dalam kegiatan tahunan oleh
kementrian Agama dan kementrian pendidikan Kampar.

a) Bentuk kegiatan di kementian agama dalam rangka peningkatan
kinerja guru, dilaksanakan dalam daftar isian pagu anggaran
tahunan yang telah dirumuskan oleh pihak kementrian agama.

b) Bentuk kegiatan di DInas Pendidikan Kampar telah ditetapkan
melalui rencana kegiatan yang telah ditetapkan, dalam bentuk
program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

1.01.101.01.20
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B. Penelitian Yang Relevan

1. Nihayatus Sholikhah yang berjudul “Persepsi Guru Tentang
Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Pengaruh Terhadap Upaya
Peningkatan Mutu Kompetensi Pedagogik Guru MTs Daruss’adah Bulus
Kecamatan — Patehan  Kabupaten —Kendal”."”Dengan  hasil  studi
menunjukkan bahwa persepsi guru tentang kepemimpinan kepala
madrasah dapat mempengaruhi upaya peningkatan mutu kompetensi
pedagogik guru. Adapun kompetensi guru dapat diukur melalui:
“pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan
pembelajaran, penilaian evaluasi belajar.” Dalam penelitian ini, Nihayatus
Sholikhah hanya menyinggung kepemimpinan kepala sekolah dalam
meningkatkan mutu kompetensi pedagogik guru.

2. Mardiyono melakukan penelitian di SMU Negeri Demak dan
menyimpulkan terdapat hubungan supervisi kunjungan kelas dan etos kerja
guru dengan kualitas pengajaran. Semakin kegiatan supervisi dilaksanakan
secara profesional oleh kepala sekolah, dan etos kerja yang baik akan
meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru-guru'’’. Dari
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peran supervisi yang
dilaksanakan secara profesional akan dapat meningkatkan kualitas

pengajaran yang dilakukan oleh guru.

'"*Nihayatus Sholikhah, “Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan
Pengaruh Terhadap Upaya Peningkatan Mutu Kompetensi Pedagogik Guru MTs Daruss’adah
Bulus Kecamatan Patechan Kabupaten Kendal” Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo,
Tahun 2008.

177Mardiyono.Hubungan Supervisi Kunjungan Kelas dan Etos Kerja Guru Dengan
Kualitas Pengajaran di SMU Negeri Demak.Tesis. Semarang: Pascasarjana UNNES. 2001
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3. Penelitian yang dilakukan Widagdo menyimpulkan adanya hubungan
antara kedemokratisan, disiplin kerja dan kemampuan kepala sekolah
dalam melaksanakan supervisi. Penelitian tersebut dilaksanakan pada SD
Negeri di Kecamatan Semarang Selatan. Penelitian ini juga menyimpulkan
bahwa supervisi kepala sekolah memegang peranan yang sangat penting
dalam proses pembelajaran di sekolah.'”™

4. Penelitian Puspowati semakin menegaskan bahwa ada hubungan yang
signifikan antara supervisi kunjungan kelas yang dilakukan kepala sekolah
dengan kinerja guru-guru di Kecamatan Semarang Barat.'”

C. Konsep Operasional

1. Kebijakan program peningkatan mutu Dinas Pendidikan Kabupaten
Kampar dalam meningkat Kinerja guru
a. Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga
kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu.
b. Berupaya membina tenaga pendidik dan kependidikan, dalam sistem
pendidikan nasional dinyatakan bahwa: pemerintah dan pemerintah
daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan

pemerintah daerah.

'8 Widagdo, Joko. 2002. Hubungan antara Kedemokratisan, Disiplin Kerja Dengan
Kemampuan Kepal Sekolah Dalam Melaksanakan Supervisi di SD se Kecamatan Semarang
Selatan. Tesis. Semarang: Pascasarjana UNNES.

17 Puspowati, Musrini. 2003. Hubungan Supervisi Kunjungan oleh Kepala Sekolah dan
Kompensasi dengan Kinerja Guru SD Negeri di Kecamatan Semarang Barat Kota
Semarang.Tesis. Semarang: Pascasarjana Universitas Negeri Semarang



j-

160

. Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina

dan mengem-bangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
yang diselenggarakannya.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan
pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikanformal

yang diselenggarakan oleh masyarakat

. Menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan

sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan masyarakat.

Memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan

pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan

. Pembinaan kualifikasi, sertifikasi,dan uji kompetensi guru.
. Menyediakan anggaran,

i. Memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik,

maupun dalam kompetensi secara merata.
Memenuhi kebutuhan guru,  baik dalam jumlah, kualifikasi

akademik,maupun dalam kompetensi secara merata.

. Kebijakan program peningkatan mutu Kemenag Kabupaten Kampar

dalam meningkat kinerja guru

Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar

12 tahun) yang meliputi:
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Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan
pendidikan.

Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang
berkualitas.

Meningkatkan mutu peserta didik.

Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan.
Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya.

Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

b. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan

meliputi:

a)
b)

¢)

d)

Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan.

Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan.
Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan
tinggi keagamaan.

Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan

tinggi keagamaan.

c. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:

a)
b)
©)
d)

Peningkatan akses pendidikan keagamaan.

Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan.
Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan.
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan

keagamaan.
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Peningkatan  penjaminan mutu kelembagaan  pendidikan
keagamaan.
Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada

pendidikan keagamaan.

d. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum

untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak

mulia dan budi pekerti luhur meliputi:

a)
b)

¢)

Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama.
Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan
agama.

Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama.

e. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:

a)

b)

Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam
mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang
dan jalur pendidikan;

Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan
jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan
dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria
pembangunan pendidikan yang inovatif;

Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi
dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan

bermutu;
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d) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan
kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;

e) Peningkatan komitmen pengembil kebijakan dalam penyediaan
data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan
informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;

f) Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan
sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan
pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

g) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan
secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara
transparan dan akuntabel; dan

h) Peningkatan  partisipasi  seluruh  pemangku  kepentingan
pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan
pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan
untuk pelayanan pendidikan.

3. Kinerja Guru
Kinerja guru. Variabel ini didasarkan pada penilaian baku yang telah
ditetapkan oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Instrumen
Penilaian Kemampuan Guru, yaitu ;

a. Memilki kemampuan Mengembangkan Silabus

1) Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar

2) Mengidentifikasi materi pokok / pembelajaran
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3) Mengembangkan kegiatan pembelajaran
4) Merumuskan indikator pencapaian kompetensi
5) Penentuan jenis penilaian
6) Menentukan alokasi waktu
7) Menentukan sumber belajar
b. Memiliki kemampuan Menyusun Rencana Pembelajaran
1) Tujuan pembelajaran
2) Materi ajar
3) Metode pembelajaran
4) Langkah pembelajaran
a. Kegiatan awal
b. Kegiatan inti
c. Kegiatan akhir
5) Alat/bahan/sumber belajar
6) Penilaian
7) Kesan umum rencana pembelajaran
D. KerangkaBerpikir
1. Pengaruh Implementasi program peningkatan mutu sekolah dan
madrasah terhadap kinerja guru Madrasah Tsnawiyah Negeri di
Kabupaten Kampar.
Kebijakan Pemerintah Daerah merupakan gambaran, penilaian dan harapan
seseorang tentang kualitas dirinya, baik kemampuan maupun kelemahannya

yang meliputi aspek fisiologis, aspek psikologis dan aspek sosial.
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Dalam meningkatkan kinerja guru, pemngembangan sumber daya manusia
yang rendah atau cenderung negative akan terlihat pesimis terhadap
kemampuannya dalam menghadapi masalah-masalah kinerja guru, meyakini
dan memandang bahwa dirinya tidak mungkin mendapat nilai atau prestasi
belajar yang tinggi dalam kinerja, mudah menyerah dalam menghadapi
masalah-masalah kinerja guru dan juga selalu ingin menghindari pelaksanaan
pembelajaran. Tentu saja sikap-sikap tersebut dimungkinkan akan membuat
motivasi kerja dan kinerja guru tidak maksimal.

Sebaliknya guru dengan pengembangan sumber daya manusia yang tinggi
atau cenderung positif akan terlihat lebih optimis, penuh percaya diri, punya
motivasi serta selalu bersikap positif dalam proses pembelajaran matematika
yang dimungkinkan akan membuat motivasi kerja serta kinerja guruinilebih
tinggi dibanding guru dengan konsep diri negatif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diduga bahwa ada hubungan positif
dansignifikan antara implementasi kebijan dinas pendidikan kabupaten
Kampat dan kementrian agama Kabupaten Kampar terhadap kinerja guru.

Utnuk lebih jelasnya penulis menggambar sebagai berikut :

program peningkatan mutu Dinas
Pendidikan Kampar

Kinerja Guru

program peningkatan mutu Kementrian

Agama Kabupaten Kampar

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada deskripsi  teoritis dan kerangka berfikir di atas,
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makadiajukanhipotesis penelitiansebagaiberikut:

1.

Ada Pengaruh yang positif dan signifikan antara Pengaruh
Implementasi Program Peningkatan Mutu Sekolah Dinas Pendidikan
Dan Kementrian Agama Kabupaten Kampar Terhadap Kinerja
Guru. Artinya semakin baik atau positif kebijakan, maka akan
diikuti dengan semakin baiknya kinerja guru. Sebaliknya, jika
konsep diri negatif maka kinerja guru akan rendah.

Ada Pengaruh yang negatif dan signifikan antara Pengaruh
Implementasi Program Peningkatan Mutu Sekolah Dinas Pendidikan
Dan Kementrian Agama Kabupaten Kampar Terhadap Kinerja
Guru. Artinya semakin tinggi kebijakan yang positifmaka akan
semakin rendah kinerja guru. Sebaliknya, jika kecemasan
menghadapi kinerja guru rendah maka kinerja akan tinggi.

Ada Pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Implementasi
Program Peningkatan Mutu Sekolah Dinas Pendidikan Dan
Kementrian Agama Kabupaten Kampar secara simultan Terhadap

Kinerja Guru



